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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Transportasi dapat menjadi kebutuhan bagi setiap makhluk dalam 

melakukan kegiatan untuk memenuhi kehidupan setiap transportasi nasional 

dan internasional. Salah satu bagian dari fasilitas tersebut adalah 

penerbangan yang memiliki karakter tersendiri, khususnya pemanfaatan 

teknologi yang memiliki kemampuan manuver dalam waktu yang begitu 

cepat dan memiliki manajemen pelayanan yang handal, serta membutuhkan 

jaminan dan keselamatan yang optimal.1  

Sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin maju, dunia 

penerbangan telah siap untuk meningkatkan standar pelayanan dan 

meningkatkan instrumentasi penerbangan yang canggih dan beragam. 

Kemajuan teknologi di bidang penerbangan tentunya berdampak positif 

bagi keselamatan penerbangan. Pemenuhan keselamatan wisatawan dalam 

penerbangan merupakan beberapa hal yang mutlak dan harus dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.2  

Persaingan antar perusahaan penerbangan tentunya berdampak pada 

pengguna jasa angkutan udara, akibatnya kekhawatiran muncul dari segi 

kualitas pelayanan terhadap penumpang pesawat, dan kekhawatiran akan 

mengurangnya standar sistem teknologi pesawat sehingga berdampak pada 

                                                      
1 Azmani, Muhammad Usma Syahrizul, 2019, ‘Perlindungan Hukum Korban 

Kecelakaan Penerbangan Dalam Memperoleh Ganti Rugi’ Jurnal Negara dan Keadilan, 

Volume 8 No. 2 2019, hlm. 1-2. 
2 Martono. H.K, Sudiro Amad, 2016, Hukum Udara Nasional dan Internasional 

Publik (Public Internasionaland National Air Law), Raja Grafindo Persada, Jakarta 
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keselamatan penerbangan yaitu pada keamanan, kenyamanan, dan 

perlindungan penumpang. 3  Tujuan penyelenggaraan penerbangan adalah 

untuk mewujudkan sistem manajemen penerbangan yang aman, tertib dan 

teratur, nyaman dan ekonomis.4  

Kecelakaan pesawat merupakan masalah hukum yang tidak dapat 

diprediksi oleh penumpang, termasuk pilot dan awak kabin. Pesawat 

kecelakaan disebabkan oleh kerusakan sistem di pesawat dan kesalahan 

manusia. Akibat hukum dari kecelakaan pesawat udara, yaitu: 1). Korban; 

2). Dinonaktifkan atau terluka; 3). Kerugian materi; 4). Kerusakan dan 

kehilangan bagasi.5  

Transportasi udara yang paling aman pun tidak dapat menjamin 

keselamatan dalam penerbangan, karena bisa saja terjadi kecelakaan yang 

disebabkan banyak faktor, bisa kerusakan mesin atau system komponen, 

kelalaian pilot, kekurangan bahan bakar, dan hilangnya sinyal.6  

Ada beberapa peristiwa dimana transportasi udara mengalami 

kecelakaan, seperti pesawat Ethiopian Airlines Penerbangan ET302 pada 

tahun 2019. Penerbangan ET302 adalah penerbangan penumpang 

internasional terjadwal dari  Addis Ababa ke Nairobi. Pesawat Boeing 737 

MAX 8 yang mengoperasikan penerbangan ini mengangkut 149 penumpang 

                                                      
3 Syalabi, Mohammad Sufi, Bambang Eko Turisno, dan Kabul Supriyadhie,  

‘Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Dan Tanggung Jawab 

Maskapai Penerbangan Terhdap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan 

Pesawat’ Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, 2017, hlm. 3. 
4 Setiani, Baiq. 2016. Tanggung jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia 

Jasa Penerbagan kepada Penumbang Akibat Keterlambatan Penerbangan. Jurnal Novelty, 

Volume 7 No. 1 2016 hlm. 1 
5 Riung, Chrisai Marselino, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Asuransi Pengguna Jasa Angkutan Udara Indonesia.” Lex Administratum. Volume 5, 

Nomor 4, Juni, 2017. 
6 Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Kosumen, Kencana, Jakarta. 
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dan 8 awak. Kecelakaan Ethiopian Airlines Penerbangan ET320 diklaim 

memiliki kejadian serupa dengan kecelakaan Lion Air JT610, dimana pilot 

penerbangan memiliki gangguan saat terbang untuk mencapai ketinggian 

tertentu.7 Hal ini juga dipicu oleh kesalahan MCAS dalam membaca dan 

menganalisa situasi, dimana pilot menaikkan pesawat terbang untuk 

mencapai ketinggian namun MCAS membaca bahwa ketinggian tersebut 

dapat menyebabkan stall sehingga secara otomatis pilot menurunkan sudut 

hidung pesawat.8   

Dalam dua kecelakaan tersebut mengungkapkan kemiripan yang 

dialami oleh Ethiopian Airlines dan Lion Air bahwa adanya kesalahan data 

input mengenai angle of attack oleh MCAS sehingga MCAS menjadi aktif 

secara otomatis dan menjatuhkan pesawat. Sebelum fakta investigasi keluar, 

saat setelah terjadi kecelakaan di Addis Ababa, para keluarga penumpang 

kemudian mengajukan gugatan terhadap Boeing Company di Amerika 

Serikat untuk mendapatkan kompensasi.9 Faktanya, Negara Ethiopia dalam 

kecelakaan ini terlibat dalam pengesahan sertifikat kelaikan udara pesawat 

terbang yang disahkan oleh otoritas dalam negaranya. Federal Aviation 

Administration (FAA) Amerika Serikat mengeluarkan lsertifikat lkelaikan 

ludara luntuk lBoeing l737 lMAX l8 lpada lbulan lMaret l2017.10
 l 

                                                      
7 Safronov AN, 2019, Aviation Meteorology at Several Plane Crash Sites. 

Atmosphere.Volume 2, Oktober, 2019. 
8 Simon, 2019, The New York Times, Ethiopian Report On 737 Max Crash 

Blames Boeing,9Maret 2019,https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/africa/ethiopia-

crash boeing.html 
9 Hutchings, 2020, “The Effects of Reynolds Number on the Stall and Pre-Stall 

Behaviour of Compact Axial Compressors.” Proceedings of the ASME Turbo Expo 2020, 

Turbomachinery Technical Conference and Exposition. Volume 2A, September, 2020. 
10 BBC News, 2019, ‘Ethiopian Airlines Boeing 737 Pilots ‘could not stop nosedive’, 4 

April 2019, https://www.bbc.com/news/business-47812225   

https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/africa/ethiopia-crash%20boeing.html
https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/africa/ethiopia-crash%20boeing.html
https://www.bbc.com/news/business-47812225
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Berbagai lkasus lserupa lsebelumnya ltelah ldiselesaikan loleh lhukum 

lnasional ldan lhukum linternasional lyang lberlaku. lPada lrezim lruang ludara 

linternasional, ltelah ldikenal lKonvensi lChicago l1944 lyang lmengatur 

lkedaulatan lnegara latas lruang ludara ldiatas lteritorinya. lSelain litu, lKonvensi 

lChicago l1944 lmembatasi lruang llingkupnya lhanya lkepada lpesawat lterbang 

lsipil lsehingga lpesawat lterbang lnasional lmilik lnegara ltidak ltercakup ldalam 

lpengaturan ldidalam lkonvensi lini. 11
 l lKonvensi lChicago l1944 lpun lmenjadi 

ldasar lpembentukan lInternational lCivil lAviation lOrganization l(ICAO) 

lorganisasi lpenerbangan lsipil linternasional lyang lmemiliki lkewenangan luntuk 

lmembentuk lpengaturan-pengaturan lpenerbangan ldibawah lKonvensi 

lChicago l1944 lmengenai lteknis ldan lnon-teknis ldan ldisebut lsebagai 

lInternational lStandards land lRecommended lPractices l(SARPs).12
 l 

SARPs lini lkemudian ldiadopsi lmenjadi lAnnex latau lperaturan 

ltambahan lyang lmenjadi lsatu lkesatuan ldengan lKonvensi lChicago l1944. 13
 

lSelain litu, luntuk lkasus lyang lmelibatkan lpengangkutan ludara linternasional, 

lterdapat ldua lkonvensi lyang ltelah lmengatur lhukum lpengangkutan ludara 

linternasional lsecara lumum, lyaitu lKonvensi lWarsawa l1929 ldan lKonvensi 

lMontreal l1999. lKedua lkonvensi lini lmengatur lmengenai lhak ldan lkewajiban 

lmilik lpengangkut ludara ldan lkonsumen, lmeliputi lpenyelesaian lkasus ldan 

lbesaran lganti lkerugian.14 

                                                      
11 Unmack, T, 2020, Civil Aviation: Standards and Liabilities: Standards and 

Liabilities, Routledge, London 
12 Ibid, Pasal 37. 
13 William J. Reynolds, 2020, Safety and Health for the Stage: Collaboration 

with the Production Process, Routledge, New York. 
14 Mangku, D. G. S., & Radiasta, I. K. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap 

Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional. Pandecta Research Law 

Journal, 14(1), hlm 25–33. 
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Penelitian lini lmengenai lpengaturan ltanggung ljawab lpengangkut 

lyaitu lmaskapai lEthiopian lAirlines lterhadap lkorban lkecelakaan lpesawat 

lberdasarkan lKonvensi lMontreal l1999. lDalam lkecelakaan ludara lpada 

lpenerbangan lEthiopian lAirlines lini, lterdapat lkerugian lyang ldialami loleh 

lkeluarga lpenumpang. lDalam lpemberian lganti lrugi lkepada lpara lkorban loleh 

lpihak lmaskapai lpenerbang lEthiopian lAirlines, lmenggunakan lketentuan ldari 

lKonvensi lMontreal l1999. 

Dalam lPasal l17 layat l(1) lKonvensi lMontreal l1999, lPengangkut 

lbertanggung ljawab latas lkerusakan lyang ldiderita ldalam lkasus lkematian latau 

lcedera ltubuh lpenumpang ldengan lsyarat lhanya lbahwa lkecelakaan lyang 

lmenyebabkan lkematian latau lcedera lterjadi ldi ldalam lpesawat latau lselama 

loperasi lnaik latau lturun. lPengangkut ldapat lbertanggung ljawab latas lkerugian 

lyang ldialami lpenumpang ljika lmemenuhi lsyarat lseperti l: l 

1) Jika lkerugian ldisebabkan loleh lkecelakaan l(accident), l 

2) Kecelakaan lterjadi lselama lpenumpang ldi ldalam lpesawat l(on 

lboard lthe laircraft), l 

3) Kecelakaan lterjadi lpada lwaktu lembarkasi ldan ldebarkasi l(in 

lthe lcourse lof lany lof lthe loperations lof lembarking lor 

ldisembarking)15. l 

Sehingga ldapat ldikatakatan lbahwa lseorang lpenumpang ldi lsebuah 

lpenerbangan linternasional ldapat lmenuntut lmaskapai ljika lkerusakan litu 

ldisebabkan loleh lkelalaian lmaskapai. lPenumpang lpada lpenerbangan 

                                                      
15 Rosmawati, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang 

atas Kerugian Akibat Kejahatan Penerbangan (Hijacking) Menurut Hukum Nasional dan 

Internasional, Tesis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm 66 
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linternasional ldilindungi loleh lPerjanjian lWarsawa ltahun l1929 ldan lPerjanjian 

lMontreal ltahun l1999.16
 l 

Sehingga ldapat ldikatakatan lbahwa lseorang lpenumpang ldi lsebuah 

lpenerbangan linternasional ldapat lmenuntut lmaskapai ljika lkerusakan litu 

ldisebabkan loleh lkelalaian lmaskapai. lPenumpang lpada lpenerbangan 

linternasional ldilindungi loleh lPerjanjian lMontreal ltahun l1999. lDalam lpasal 

l21 lKonvensi lMontreal l1999, lbesaran lganti lrugi lapabila lmengalami lluka 

lataupun lmeninggal ldunia lakibat lkecelakaan ldalam lpenerbangan 

linternasional ladalah lspecial ldrawing lrights l(SDR)113.100 latau lsekitar ldua 

lmiliar lrupiah. 

 

B. lRumusan lMasalah l 

Berdasarkan llatar lbelakang ltersebut ldiatas, ldalam lpenelitian lini ldapat 

ldirumuskan lrumusan lmasalah lsebagai lberikut l: l 

1. Bagaimanakah lpengaturan ltanggung ljawab lpengangkut lterhadap 

lpenumpang lmenurut lKonvensi lMontreal Tahun 1999 ? l l 

2. Bagaimanakah lbentuk lganti lrugi lterhadap lkorban ldalam lkecelakan 

lPesawat l lBoeing l737 lberdasarkan lKonvensi lMontreal Tahun 1999 ? l l l 

C. lTujuan lPenelitian l 

1. Untuk lmengetahui lpengaturan ltanggung ljawab lpengangkut lterhadap 

lpenumpang lmenurut lKonvensi lMontreal Tahun 1999 ? l l 

                                                      
16Bahreisy, B., Hidayat, H., & Saputra, F. Tanggung Jawab Maskapai 

Penerbangan terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil bagi Bahan dan Barang Berbahaya 

Dalam Pesawat Udara. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), hlm 30.  
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2. Untuk lmengetahui lbentuk lganti lrugi lterhadap lpenumpang lkorban 

lkecelakaan lPesawat lBoeing l737 lberdasarkan lKonvensi lMontreal 

Tahun 1999 ? l 

 l 

D. lMetode lPenelitian l 

a) lJenis lPenelitian 

Jenis lpenelitian lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lmetode 

lyuridis lnormatif, lyaitu lpenelitian lyang ldilakukan lberdasarkan lpada lstudi 

lkepustakaan latau ldata lsekunder, ldiantaranya ladalah lpaparan ldeskriptif 

lmengenai lpenerapan lkaidah latau lnorma ldi ldalam lhukum lpositif lberkaitan 

ldengan lpermasalahan lyang lditeliti.17
 lPendekatan lperundan-gundangan l(the 

lstatute lapproach) ldilakukan ldengan lcara lmengkaji lKonvensi lMontreal 

l1999. lBahan lhukum lyang ldigunakan lterdiri ldari lbahan lhukum lprimer, lbahan 

lhukum lsekunder, ldan lbahan lhukum ltersier. 

b) lSumber Data 

Data lyang ldiperlukan luntuk lpenelitian lini lakan ldiperoleh lmelalui 

lpenelitian lkepustakaan, lberupa: 

1. Bahan lhukum lprimer, latau lbahan lhukum lyang lmengikat lberupa 

lperaturan lperundang-undangan ldan lperjanjian linternasional, 

ldiantaranya l: 

a. Konvensi lWarsawa Tahun l1929 tentang pertanggungjawaban 

pengangkut. 

                                                      
17Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris, Depok, Prenada Media, hlm. 22 
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b. Protokol lDen lHaaq Tahun l1955 tentang perubahan aturan 

pengangkutan internasional udara.   

c. Montreal lAgreement Tahun l1966 tentang ganti rugi pengangkut.  

d. Konvensi lGuadalaraja Tahun l1961 tentang pengaturan udara 

internasional untuk selain pengangkut. l 

e. Protokol lGuatemala lCity Tahun l1971 tentang asas praduga 

kesalahan dan tanggungjawab.   

f. Konvensi lMontreal Tahun l1999 tentang pertanggungjawaban 

pengangkut dan ganti rugi.  

2. Bahan lhukum lsekunder, latau lbahan lyang ldapat lmembantu 

lmenganalisa lbahan lhukum lprimer, lseperti lartikel, lmakalah, ljurnal, 

latau lpendapat lpara lahli lhukum, ldan llainnya lmengenai lhukum lruang 

ludara linternasional, lhukum lpengangkutan ludara linternasional, ldan 

lhukum lperlindungan lkonsumen 

3. Bahan lhukum ltersier, latau lbahan lyang lmemberikan lpetunjuk, 

linformasi, lataupun lpenjelasan lterhadap lbahan lhukum lprimer ldan 

lbahan lhukum lsekunder, lseperti lkamus, lensiklopedia, ldan llainnya. 

c) lTeknik lPengumpulan lBahan lHukum 

Peneliti lakan lmelakukan lstudi lkepustakaan luntuk lmengkaji ldata 

lsekunder lberupa lbahan-bahan lhukum lyang lberkaitan ldengan lmasalah lyang 

lpeneliti langkat luntuk lmemperoleh ldata lyang ldiperlukan ldalam lpenelitian lini 

ldan luntuk lmengkaji lpermasalahan lyang lditeliti. 

d) lAnalisa Data 
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Data lyang ldikumpulkan ldan ldigunakan ldalam lpenelitian lini ldiolah 

ldan ldianalisis lmenggunakan lmetode lanalisis lkualitatif lnormatif, lyang 

lmerupakan lsuatu lmetode lpenelitian lyang lbersumber latau lbertitik ltolak ldari 

lhukum lpositif latau lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku. lKemudian, 

ldata ldianalisis lsecara lkualitatif luntuk lmengungkapkan lkenyataan lyang 

lterjadi lberdasarkan lhasil lpenelitian. lPenelitian lini lakan lmenghasilkan 

lpenjelasan-penjelasan ltertentu lyang ltidak ldirumuskan ldengan lperhitungan 

lmatematis. lPeneliti lmenggunakan lkonvensi-konvensi lhukum linternasional 

lyang lberfokus lpada lhukum lruang ludara linternasional ldan lhukum 

lpengangkutan ludara, lserta lmengkaji ljurnal-jurnal lmengenai lperkembangan 

lhukum lini. 
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BAB lII 

TINJAUAN lPUSTAKA 

A. Tinjauan lTentang  lPenumpang 

1. Pengertian lPenumpang 

Penumpang ladalah lorang lyang lmengikatkan ldiri luntuk lmembayar 

lbiaya langkutan latas ldirinya lyang ldiangkut, latau lmerupakan lsemua 

lorang/badan lhukum lpengguna ljasa langkutan. lPihak lpenumpang ldalam 

langkutan ludara ladalah lpihak lyang lmenggunakan ljasa lmaskapai 

lpenerbangan. lAda lbeberapa lciri lpenumpang lyaitu lorang lyang lberstatus lpihak 

ldalam lperjanjian lpengangkutan, lmembayar lbiaya langkutan, ldan lpemegang 

ldokumen langkutan.18
 l 

Menurut lSoeprapto, lpenumpang ladalah lpengguna ljasa ltransportasi ldi 

lbisnis lpenerbangan ldari ldeparture lke ldestination, lyang lmemerlukan 

lperhatian lkhusus lkarena lmenyangkut lkeselamatan ldan lkeamanan 

lpenerbangan. lMenurut lMartono, lpenumpang ladalah lseorang lyang 

lmelakukan lperjalanan lmenggunakan lpesawat ludara ldan ltidak lterdaftar 

lsebagai lawak lpesawat ludara lyang lbersangkutan..19
 l 

Suherman lmenyatakan lbahwa ldalam lpenerbangan lteratur 

lpenumpang ladalah lsetiap lorang lyang ldiangkut ldengan lpesawat ludara loleh 

lpengangkut lberdasarkan lsuatu lperjanjian langkutan ludara ldengan latau ltanpa 

lbayaran. lDraft lKonvensi lGuadalajara lpernah lmerumuskan ltetang ldefinisi 

                                                      
18 Abdulkadir Muhammad, 2008, “Hukum Pengankutan Niaga”, Bandung, PT 

Citra Aditya Bakti, hlm. 51. 
19 Sri Sutarwati, Hardiyana dan Novita Karolina,”Tanggung Jawab Pengusaha 

Angkutan Udara Terhadap Penumpang Maskapai Garuda indonesia Yang Mengalami 

Keterlambatan Penerbangan Di Bandara Udara Internasional Adi Soemarmo Solo”, Jurnal 

Ground Handling Dirgantara, Volume 3, Nomor 2, Desember, 2016, hlm. 17. 
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lpenumpang ldisebutkan lbahwa lpenumpang ladalah lsetiap lorang lyang 

ldiangkut ldalam lpesawat ludara, lkecuali langgota lawak lpesawat, ltermasuk 

lpramugara ldan lpramugari. lNamun, ljika lada lpegawai ldarat lpengangkut lturut 

lserta ldengan lpesawat ludara lbaik luntuk lkeperluan ldinas lpada lperusahaan 

lpenerbangannya lmaupun luntuk lkepentingan lpribadi ldianggap lsebagai 

lpenumpang lbiasa.20
 l 

Pengertian ltentang lpenumpang lsangat lpenting lkarena lada 

lkemungkinan lseseorang likut ldalam lpenerbangan ltanpa lsepengetahuan 

lpengangkut. lBila lterjadi lkecelakaan lpengangkut lharus lmembayar 

lkompensasi lkepadanya, lpadahal lpengangkut ltidak lterkait lperjanjian 

ldengannya. lPerbedaan lpenumpang lresmi ldan ltidak lresmi lakan lsemakin 

lkabur lapabila lpengangkut ltidak lmengeluarkan ltiket lpenumpang. 

lPenerbangan lpenumpang ladalah lpenerbangan lyang ldidedikasikan luntuk 

lpengangkutan lpenumpang lmanusia. lPenerbangan lpenumpang lbiasanya 

lmengoperasikan larmada lpesawat lpenumpang lyang ldapat ldimiliki llangsung 

loleh lperusahaan lpenerbangan latau ldisewa ldari lperusahaan lpenjualan ldan 

lpenyewaan lpesawat lkomersial..21
 l 

Hak lpenumpang lberbeda ldari lsatu lnegara lke lnegara llain, ltetapi lpada 

lintinya lmereka lhanyalah lperaturan lyang lmelindungi lpelancong ludara, 

lmemastikan lmereka ldirawat ldengan lbaik ldan ldiberi lkompensasi ljika lterjadi 

lpenundaan ldan lpembatalan lpenerbangan, latau lketika lproperti lmereka lhilang 

                                                      
20 E. Suherman, 1984, “Wilayah Udara Dan Wilayah Dirgantara”, Bandung, 

Alumni, hlm. 23. 
21 Henri Yosua Massie, “Tanggungjawab Perusahaan Penerbangan Terhadap 

Penumpang Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009”, Lex et Societatis, Volume 3, 

Nomor 7, Agustus, 2015, hlm. 7. 
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latau lrusak. lPengertian lpenumpang ldiatas lsangatlah lluas lmaka ldapat 

ldisimpulkan lyang ldimaksud ldengan lpenumpang ldapat ldiartikan lseseorang 

l(individu) ldan lsatu lperusahaan l(kelompok) lyang lmenggunakan ljasa 

langkutan luntuk lsuatu lperjalanan ltertentu ldengan lmengeluarkan lsejumlah 

luang lsebagai limbalan lbagi lpengangkut ldengan lkata llain ldapat ldidefinisikan 

lorang ltelah lmembeli ltiket, lberarti lorang lyang lmelakukan lperjalanan ldengan 

lmenggunakan lalat ltranportasi lyang ldisediakan loleh lpihak lpengangkutan latau 

lperusahaan lniaga ldan lterikat lkontrak ldan lpersetujuan ldengan lpengangkut 

ltertera ldi ldalam ltiket ldengan lpengangkut lselama lperjalanan. 

 

2. Pengertian lPengangkut 

Pengangkutan lberasal ldari lkata l“angkut” lyang lberarti lmengangkat 

ldan lmembawa, lmemuat latau lmengirimkan. lPengangkutan ldidefinisikan 

lsebagai lperpindahan ltempat, lbaik lmengenai lbenda-benda lmaupun lorang, 

lkarena lperpindahan litu lmutlak ldibutuhkan ldalam lrangka lmencapai ldan 

lmeninggikan lmanfaat lserta lefisien. l 

Pengangkut lbertanggung ljawab latas lkerusakan lyang ldiderita ldalam 

lhal lkematian latau lluka-luka lpenumpang latau lcedera ltubuh llainnya lyang 

ldiderita lpenumpang, ljika lkecelakaan lyang lmenyebabkan lkerusakan lyang 

lberkelanjutan lterjadi ldi ldalam lpesawat latau lselama lsalah lsatu ldari loperasi 

lnaik latau lturun.22
 lPengangkut ladalah lorang lyang lmelakukan lsecara llangsung 

ldengan lsewa, latau lpengaturan llain, luntuk lterlibat ldalam ltransportasi ludara. 

lIni ltermasuk lindividu, lfirma, lkemitraan, lkorporasi, lperusahaan, lasosiasi, 

                                                      
22 Abdulkadir Muhammad, 1991, “Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan 

Udara”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19. 
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lasosiasi lsaham lgabungan, lentitas lpemerintah, ldan lwali lamanat, lpenerima, 

lpenerima lhak, latau lperwakilan lserupa ldari lentitas ltersebut. lBeberapa lsarjana 

lmerumuskan ldefinisi lpengangkutan, lantara llain: l 

1. Soekardono l 

Pengangkutan lpada lpokoknya lmemiliki larti lperpindahan 

ltempat lbaik lbenda lmaupun lorang-orang, lkarena lperpindahan lini 

lmutlak ldiperlukan luntuk lmencapai ldan lmeningkatkan lmanfaat 

lmaupun lefisien.”23 

2. Purwosutjipto l 

Pengangkutan ladalah lperjanjian ltimbal lbalik lantara 

lpengangkut ldengan lpengirim, ldimana lpengangkut lmengikatkan 

ldiri luntuk lmenyelenggarakan lpengangkutan lbarang ldan/atau 

lorang ldari lsuatu ltempat lke ltempat ltujuan ltertentu ldengan lselamat, 

lseangkan lpengirim lmengikatkan ldiri luntuk lmembayar luang 

langkutan.”24
 l 

Angkutan ludara lyang ldiangkut ldengan lpesawat ludara ldominannya 

ladalah lpenumpang, ldisamping litu ljuga ldiangkut lbarang-barang lyang lbersifat 

lsegar, lrelatif lringan ldan lbernilai ltinggi. 

Ada ldua ljenis lpengangkutan ludara lyaitu langkutan ludara lniaga ldan 

langkutan ludara lbukan lniaga. lAngkutan ludara lniaga ladalah langkutan ludara luntuk 

lumum ldengan lmemungut lpembayaran. lAngkutan ludara lbukan lniaga ladalah 

langkutan ludara lyang ldigunakan luntuk lmelayani lkepentingan lsendiri lyang 

                                                      
23 Soekardono, 1986, “Hukum Dagang Indonesia Jilid II”, Jakarta, CV. Rajawali, 

hlm. 2. 
24 Purwosutjipto, 2003, “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III 

Hukum Pengangkutan”, Jakarta, Djambatan, hlm. 2. 
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ldilakukan luntuk lmendukung lkegiatan lyang lusaha lpokoknya lselain ldi lbidang 

langkutan ludara. l 

Terbentuknya lhukum lpengangkutan ludara ldilatarbelakangi loleh 

ladagium l“cuius lest lsolum, leius lest lusque lad lcoelum” lyang lberarti lsiapapun 

lyang lmemiliki ltanah, lmaka lkepemilikannya lmeluas lsampai lke llangit.25
 lPara 

lahli lhukum lterpicu luntuk lmengatur lruang ludara lyang lkemudian lterbentuklah 

lhukum ludara lnasional lnegaranya luntuk lmengatur lruang ludaranya lmasing-

masing. lPeraturan lmengenai lpenerbangan lpertama lkali ldikeluarkan loleh 

lParis lPrefecture lof lPolice lberbentuk ldekrit lpada ltahun l1784. lDekrit lini 

lmengatur lbalon ludara lyang lpada lsaat litu, lbalon ludara ldikategorikan lsebagai 

lpesawat lterbang. 26
 lMulainya lrezim lhukum ldi lruang ludara lsecara 

linternasional lditandai loleh lberlakunya lKonvensi lParis l1919. lPembentukan 

lKonvensi lParis l1919 ldipicu loleh lkeadaan ldimana lpesawat lterbang 

ldigunakan luntuk lberbagai lkepentingan ldan lsalah lsatu lyang lpaling lutama 

ladalah luntuk lkepentingan lmiliter ldalam lmenghadapi lperang. 

Konferensi linternasional lPertama ldalam lHukum lRuang lUdara lPrivat 

ldiadakan ldi lParis lpada ltahun l1925 ldan ldihadiri loleh l44 lnegara ldengan 

lAmerika lSerikat, lJepang, ldan lHungaria lsebagai lobserver, ldan lmenghasilkan 

ldraf ldari lkonvensi lyang lmembahas ltentang ltanggung ljawab lpengangkut 

ldalam lhukum lpengangkutan ludara. 27
 lRuang llingkup lKonvensi lWarsawa 

                                                      
25 Peter H. Sand, et al., “An Historical Survey of International Air Law Before 

the Second World War”, McGill Law Journal, Vol. 7, No. 1, hlm. 24-25. 
26 Bin Cheng, “Air Law”, dalam Chia-Jui Cheng (ed.), op. cit., hlm. 36. 
27 Bin Cheng, “The Changing Dimensions of the International Law of Carriage 

by Air”, op.cit., hlm. 984. 
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l1929 lhanya lmencakup lpada lpengangkutan ludara lkomersil lsecara 

linternasional.28
 l 

Landasan lhubungan lantara lpengangkut ldan lpenumpang ladalah 

lkontrak lyang lberbentuk ltiket lpenumpang ldan ldikeluarkan loleh 

lpengangkut.29
 lPengangkut ldiwajibkan luntuk lmengeluarkan lbaggage lcheck 

lyang ldapat ldijadikan lbukti lbahwa lbagasi ltelah lteregistrasi ldibawah 

lpengangkut ltersebut lsehingga lia lmemiliki ltanggung ljawab lterhadap lbagasi 

ltersebut.30 

Tanggung ljawab lpengangkut ldiatur loleh lBab l3 lKonvensi lMontreal 

ltahun l1999. lPerjanjian lini lmengikat lpengangkut ljika lpenumpang lterluka latau 

ltewas, lkargo lhilang, latau lpenerbangan ltertunda ldan lpenumpang lhilang, 

lnamun lharus lditunjukkan lbahwa lkesalahan lpengangkut ladalah lpenyebab 

lkerugian.31
 l 

Konvensi lMontreal l1999 ljuga lmengatur lmengenai ljurisdiksi lyang 

ldimiliki loleh lpengadilan luntuk lmemutus lperkara. lPasal l28 lKonvensi 

lMontreal l1999 lmenegaskan lbahwa lhanya lpengadilan ltempat lpengangkut 

lberasal, latau ldi ltempat lia lmemiliki lbisnisnya, latau ldi ltempat lkontrak lantara 

lpengangkut ldan lkorban ldibuat lyang lmemiliki ljurisdiksi luntuk 

lmenyelesaikan lperkara. lKeempat ljurisdiksi lini lmenjadi lpilihan lyang 

ldiberikan lkepada lpenggugat luntuk lmengajukan lgugatannya.32 

                                                      
28 Pasal 1 Konvensi Montreal 1999. 
29 Ibid, Pasal 3. 
30 Ibid, Pasal 4. 
31 Ibid, Pasal 17-19 
32 Ibid, Pasal 28. 
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Pasal l1 langka l13 lUURI lNo. l1 lTahun l2009 ltentang lPenerbangan 

lmenyebutkan lAngkutan lUdara ladalah lsetiap lkegiatan ldengan lmenggunakan 

lpesawat ludara luntuk lmengangkut lpenumpang, lkargo, ldan/atau lpos luntuk 

lsatu lperjalanan latau llebih ldari lsatu lbandar ludara lke lbandar ludara lyang llain 

latau lbeberapa lbandar ludara. lKemudian lpada lPasal l1 langka l14 lUndang-

Undang lNomor l1 lTahun l2009 ltentang lPenerbangan lmendefinisikan 

langkutan ludara lniaga lyaitu, langkutan ludara lumum ldengan lmemungut 

lbayaran. 

Konvensi lMontreal l1999 lpada lPasal l1 layat l(2) lmenyatakan langkutan 

linternasional l(international lcarriage) ladalah l 

“For lthe lpurposes lof lthis lConvention, lthe lexpression 

l"international lcarriage" lmeans lany lcarriage lin lwhich, laccording lto lthe 

lagreement lbetween lthe lparties, lthe lplace lof ldeparture land lthe lplace lof 

ldestination, lwhether lor lnot lthere lbe la lbreak lin lthe lcarriage lor la 

ltranshipment, lare lsituated leither lwithin lthe lterritories lof ltwo lStates 

lParties, lor lwithin lthe lterritory lof la lsingle lState lParty lif lthere lis lan lagreed 

lstopping lplace lwithin lthe lterritory lof lanother lState, leven lif lthat lState lis lnot 

la lState lParty. lCarriage lbetween ltwo lpoints lwithin lthe lterritory lof la lsingle 

lState lParty lwithout lan lagreed lstopping lplace lwithin lthe lterritory lof lanother 

lState lis lnot linternational lcarriage lfor lthe lpurposes lof lthis lConvention” l 

 

Berdasarkan lpengertian ldi latas ldapat ldiketahui lbahwa lInternational 

lcarriage l(angkutan linternasional) ladalah langkutan ludara, lyang lsesuai 

lperjanjian lantara lpara lpihak lyaitu lperusahaan lpenerbangan ldengan 

lpenumpang ldan/atau lpengirim lbarang, ltempat lkeberangkatan ldan ltempat 

ltujuan, lbaik ldengan latau ltanpa lterputus ldalam lpengangkutan latau 

lpengiriman, lapakah langkutan ltersebut lterputus latau ltidak lterputus, lbaik lyang 

lberada ldi lwilayah lnegara langgota l 

Konvensi lMontreal l1999 latau lterletak ldalam lsatu lwilayah lnegara 

lberdaulat, ltetapi ldengan lpendaratan lantara l(intermediate llanding) ldi lnegara 
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llain, lwalaupun lnegara ltersebut lbukan lnegara langgota lKonvensi lMontreal 

l1999. lSuatu langkutan lantara lbandara ludara lkeberangkatan ldengan lbandara 

ludara ltujuan lberada ldalam lsatu lwilayah lnegara langgota ltanpa lmelakukan 

lpendaratan lantara l(intermediate llanding) ldi lnegara llain, lbukan ltermasuk 

langkutan ludara linternasional lmenurut lKonvensi lini.33 

Dalam liInternational liCivil liAviation li(ICAO) liManual lion lithe 

liRegulation liof liInternational liAir liTransport literdapat lidefinisi 

lipenerbangan licodeshare liyang liberbunyi lisebagai liberikut. lI 

“the liuse liof lithe liflight lidesignator licode lio lif lione licarrier lion lia liservice 

liperformed liby lia lisecond liair licarrier, liwhich liservice liis liusually lialso 

liidentified li(and limay libe lirequired lito libe liidentified) lias lia liservice liof, 

liand libeing liperformed liby, lithe lisecond liair licarrier”34
 li 

 

Atau lipenggunaan likode lipenerbangan lisuatu lipengangkut liatas lijasa 

liyang lidilakukan lioleh lipengangkut liudara likedua, liyang limana lijasa 

litersebut lijuga lidiidentifikasi lisebagai lijasa lipengangkut liudara likedua. 

liPenerbangan licodeshare liitu lisendiri lijuga liperlu lidiperjanjikan lidalam liAir 

liService liAgreement liantar linegara lidalam libentuk licommercial 

liopportunities. 

 

B. Tinjauan lTentang lPertanggungjawaban Pengangkut 

1. Pengertian Tentang lTanggung lJawab 

Dalam lKamus lBesar lBahasa lIndonesia, ltanggung ljawab l(liability) 

lberarti lmenanggung lsegala lsesuatu lkerugian lyang lterjadi lakibat 

                                                      
33 Muhammad Yusuf, Rosidin Samsudin, “Perkembangan Jumlah Besaran 

Kompensasi Kerugian Yang Disebabkan Oleh Jatuhnya Pesawat Terbang Asing Terhadap 

Pihak Ketiga Di Atas Permukaan Bumi”, Volume 21, Nomor 5, 2009, hlm. 719. 
34 ICAO, “Doc 9626-Manual on the Regulation of International Air Transport’, 

hlm.1-7. 
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lperbuatannya latau lperbuatan lorang llain lyang lbertindak luntuk ldan latas 

lnamanya. lDengan ldemikian lapabila lterjadi lsesuatu, ldapat ldiajukan lgugatan 

lperdata ldi lmuka lpengadilan loleh lorang lyang ldirugikan.35
 l 

Liability ldapat lpula ldiartikan lsebagai lkewajiban luntuk lmembayar 

luang latau lmelaksanakan ljasa llain lkewajiban lyang lpada lakhirnya lharus 

ldilaksanakan.36
 lDengan ldemikian ldapat ldiartikan ltanggungjawab l(liability) 

ladalah lkewajiban lmembayar lganti lkerugian lyang ldiderita lpihak llain, 

lmisalnya ldalam lperjanjian lpengangkutan ludara, lmaskapai lpenerbangan 

lbertanggung ljawab latas lkeselamatan lpenumpang ldan/atau lbarang lyang 

ldiangkutnya lsampai ldi ltujuan. lOleh lkarena litu lapabila ltimbul lkerugian lyang 

ldiderita loleh lpenumpang lmaka lmaskapai lpenerbangan lharus lbertanggung 

ljawab ldalam larti lliability. lTanggung ljawab ldisini ldiartikan lmaskapai 

lpenerbangan lwajib lmembayar lganti lrugi lyang ldiderita loleh lpenumpang ldan 

lapabila lingkar ljanji, lmaskapai lpenerbangan ldapat ldigugat ldi lpengadilan. l 

Konsep ltanggung ljawab ldalam lhukum linternasional ldijabarkan 

lmelalui lterminologi linternational lresponsibility ldan linternational lliability. 

lSebenarnya listilah lresponsibility ldan lliability, lkeduanya lmengandung 

lpengertian lyang lsama ldengan lkonotasi lyang lberbeda. lPada lawal 

lperkembangannya, lsuatu ltanggung ljawab linternasional lterikat loleh ladanya 

lunsur lpelanggaran lterhadap lkewajiban lberdasarkan lsuatu lketentuan lyang 

lmengikat l(internationally lwrongful lact). l 

                                                      
35 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi  

keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1398. 
36 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, 1990, ST Paul, 

Minn, West Publishing Co. 
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Dengan ldemikian, lsetiap ltindakan lnegara lyang linternationally 

lwrongful lact lakan lmenimbulkan ltanggung ljawab linternasional ldari lnegara 

lyang lbersangkutan. lKonsep lini ldikenal lsebagai lkonsep ltanggung ljawab 

linternasional ldalam larti linternational lresponsibility. lPada lperkembangan 

lselanjutnya, ldapat ldikatakan lbahwa lsuatu ltanggung ljawab linternasional 

ltidak lhanya lterikat loleh ladanya ltindakan ldari lsuatu lnegara lyang 

lmengabaikan lkewajiban-kewajibannya ltetapi ladanya lunsur lyang llain, lyaitu 

lunsur lkerugian lterhadap lnegara llain l(damage). l 

Konsep lini ldikenal lsebagai lkonsep ltanggung ljawab linternasional 

ldalam larti linternational lliability. lBerikut ladalah lperkembangan lkonsep 

ltanggung ljawab linternasional ldalam larti linternational lliability. lSecara 

lterminologi, listilah lliability lberasal ldari lkata lLatin lLigare ldan lkata lPerancis 

lLier lyang lberarti lterikat/mengikat. 37
 lMenurut lBin lCheng listilah lliability 

lseringkali ldigunakan luntuk lmenunjuk lpada lkewajiban lyang ltimbul lsebagai 

lkonsekuensi ldari lsuatu lpelanggaran lterhadap lsatu lkewajiban lhukum, lyaitu 

lkewajiban luntuk lmelakukan lupaya lperbaikan lterhadap lsegala lkerugian lyang 

ldisebabkannya, lterutama ldalam lbentuk lpembayaran lsejumlah lganti lrugi.38
 

lDengan ldemikian, lsecara lumum listilah lini ldigunakan luntuk lmenunjuk lpada 

lsuatu lkewajiban lhukum luntuk lmemperbaiki lsuatu lkerusakan/kerugian ltanpa 

lmensyaratkan ladanya lsuatu lkesalahan, lsehingga ltanggung ljawab 

linternasional l(international lliability) luntuk lkerugian lyang lditimbulkannya 

                                                      
37 Nathalie L.J.T. Horbach, sebagaimana dikutip oleh I.B.R. Supancana, 

“Tanggung Jawab Publik Negara Terhadap Kegiatan Keruangangkasaan”, Jurnal Hukum 

dan Dinamika Masyarakat, Vol.1, Nomor 2, April 2004, hlm. 2. 
38 Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and  

Tribunals, Cambridge, Grotius, 1987, hlm.10. 
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ldapat lmerupakan ltanggung ljawab lyang ldiasumsikan latau ltanggung ljawab 

lyang ldipaksakan. l 

Pendapat lini ldiperkuat loleh lDoo lHwan lKim lyang lmenyatakan lbahwa 

lterhadap ladanya lsuatu lpelanggaran lketentuan lhukum lyang lmenyebabkan 

lkerugian lterhadap lpihak llain, ltanggung ljawab lhukum lsecara lintegral 

lmengharuskan lsuatu lkewajiban lhukum lbagi lpelaku lpelanggaran luntuk 

lmemberikan lganti lrugi lkepada lkorban latas lkerugian lyang ldisebabkannya, 

lsehingga lpelaku lpelanggaran ldapat lmengembalikan lkondisi lpada lkeadaan 

lsemula lseperti lsebelum lterjadi lpelanggaran. lPelaku lpelanggaran lmenjadi 

lbertanggung ljawab l(liable) luntuk lsuatu lkerugian. lSelengkapnya lDoo lHwan 

lKim lmenyatakan lsebagai lberikut:39
 l 

“In lthe lcase lof la lbreach lof la llegal lrule lcausing ldamage lto lanother, 

llegal lresponsibility lentails la llegal lobligation lincumbent lon lthe 

lauthor lof lthe lbreach lto lmake lintegral lreparation lto lthe lvictims lfor lthe 

ldamage lso lcaused lin lorder lto lrestore lthe lposition lto lwhat lit lprobably 

lwould lhave lbeen lhad lthe lbreach lnot ltaken lplace. l 

 

Menurut lBin lCheng, ldalam lhukum linternasional, lpenerapan 

linternational lliability luntuk lkasus-kasus ltertentu ldapat ldipaksakan loleh 

lhukum linternasional lumum latau lperjanjian linternasional latau ldiasumsikan 

loleh lsubyek-subyek lhukum linternasional. lIntinya, ltidak lakan lada lsuatu 

ltanggung ljawab l(liability) lhukum ltanpa lsuatu lkewajiban lhukum lyang ltelah 

lada lsebelumnya, lapakah lkewajiban litu ldidasarkan lpada lkonsep ltanggung 

ljawab luntuk lsuatu linternationally lwrongful lacts, latau ldipaksakan loleh 

                                                      
39 Doo Hwan Kim, “a Commentary to the Article VI of the OST”, Proceedings 

on United Nations/Republic of Korea Workshop on Space Law, New York, 2004, hlm. 78. 



22 

 

                                                                   

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

lhukum linternasional lumum, latau ldiasumsikan loleh lkesepakatan. l 

lSelengkapnya lBin lCheng lmenyatakan lsebagai lberikut:40
 l 

“In lreality, lthere lcan lbe lno llegal lliability lwithout la lpre-existing llegal 

lobligation, lwhether lthe lobligation lis lbased lon lthe lconcept lof 

lresponsibility lfor lan linternationally lwrongful lacts, lor limposed lby 

lgeneral linternational llaw, lor lassumed lby lconsent”. 

Liability lsebagai lsuatu lkonsep lhukum ldirumuskan ldengan 

lmendasarkan lkepada lbeberapa lteori ldan lprinsip ldasar lhukum. lTeori lyang 

lmendukung lkonsep lliability linternasional ladalah ltheorie ldu lrisque lcree, 

lyaitu lteori lyang lmenyatakan lbahwa lbarang lsiapa lyang lmenciptakan lsuatu 

lresiko lharus lmenanggung lkonsekuensi ldari ladanya lresiko ltersebut. lTeori lini 

lbanyak ldigunakan lpada lperkembangan lawal lpembentukan lhukum 

ltradisional lnegara-negara.41
 l 

Hukum ltradisional lnegara-negara lmenggunakan lliability lsebagai 

lsuatu lkonsep luntuk lmenjaga lkeharmonisan lhubungan lantara lsuku-suku 

lbangsa latau langgota lmasyarakat ldalam lsuatu lsuku lbangsa litu lsendiri. 42
 

lKetika lterdapat lpelanggaran lterhadap lhukum lyang lberlaku ldiantara lmereka 

l(hukum lkebiasaan), lmaka lpelaku lpelanggaran lharus lbertanggungjawab 

luntuk lmembayar lsejumlah lganti lkerugian. lPembayaran lsejumlah lganti 

lkerugian lini lditujukan lbaik luntuk lmenjaga lkeharmonisan lhubungan ldiantara 

lmasyarakat lsuku lbangsa litu lsendiri lmaupun luntuk lkeharmonisan lhubungan 

lantara lmasyarakat lsuku lbangsa litu ldengan lTuhannya latau ldengan lalam. l 

                                                      
40 Bin Cheng, General Principles, Op. Cit., hlm. 170 
41 Ida Bagus,The International Regulatory Regime Governing the Utilization of  

EarthOrbits, Disertasi, Leiden University, The Netherlands, 1998, hlm. 160. 
42 Ibid. 
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Pengertian ldari ltanggung ljawab ldapat ldikelompokkan lmenjadi l3 

l(tiga) lmacam lyaitu laccountability, lresponsibility, ldan lliability. 

lAccountability, lberkaitan ldengan lpertanggung ljawaban lmenyangkut 

lkeuangan. lResponsibility, lwajib lmenanggung lsegala lsesuatu lyang lterjadi. 

lDan lliability, ladalah lmenanggung lsegala lsesuatu lyang lterjadi lakibat 

lperbuatannya latau lperbuatan lorang llain lyang lbertindak luntuk ldan latas 

lnamanya.43 

Pada lprinsipnya, ltanggung ljawab lhukum lterhadap ldasar lkesalahan l(based 

lon lfault lliability) lberlaku lterhadap lsemua lperusahaan lpenerbangan. lNamun lpada 

lteori lpertanggungjawaban latas ldasar lkesalahan lini lyang lharus lmembuktikan ladalah 

lkorban. lApabila lpenumpang ldan/atau lpengirim lbarang lsebagai lkorban lyang 

lmenderita lkerugian lmampu lmembuktikan ladanya lkesalahan lpada lperusahaan 

lpenerbangan, lmaka lperusahaan lpenerbangan lharus lmembayar lseluruh lkerugian 

lyang ldiderita loleh lpenumpang. lDalam lperkembangannya, ltanggung ljawab latas 

ldasar lkesalahan l(based lon lfault lliability) ltidak lbisa lditerapkan ldalam 

lpengangkutan. l 

Hal lini ldisebabkan lkedudukan lantara lpenumpang ldan/atau lpengirim 

lbarang ldengan lperusahaan lpenerbangan ltidak lseimbang. lDalam lpengangkutan 

ludara, lkhususnya lperusahaan lpenerbangan lmenguasai lteknologi ltinggi, lsementara 

litu lpenumpang ldan/atau lpengirim lbarang lyang ltidak lmenguasai lteknologi ltinggi 

lpenerbangan lharus lmembuktikan lkesalahan lperusahaan lpenerbangan lpasti ltidak 

lakan lberhasil. lMaka lsejak ltahun l1929, ltepatnya lsejak lKonvensi lWarsama l1929, 

ldikenalkan lkonsep lpertanggungjawaban lhukum lpraduga lbersalah l(presumption lof 

lliabitility). lPerusahaan lpenerbangan ldianggap l(presumed) lbersalah, lsehingga 

                                                      
43 H. K. Martono, Amad Sudiro, 2011, “Hukum Angkutan Udara”, Jakarta, 

Rajawali Pers, hlm. 213-216 
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lperusahaan lpenerbangan ldemi lhukum lharus lmembayar lganti lrugi lyang ldiderita 

loleh lpenumpang ldan/atau lpengirim lbarang ltanpa ldibuktikan lkesalahan llebih 

ldahulu, lkecuali lperusahaan lpenerbangan lmembuktikan ltidak lbersalah.44 

Prinsip lini lmenyatakan, ltergugat lselalu ldianggap lbertanggungjawab 

lsampai ldapat lmembuktikan lbahwa ldia ltidak lbersalah. lJadi, lbeban lpembuktian lada 

lpada lsi ltergugat. lApabila lpihak ltergugat ltidak ldapat lmembuktikan lkesalahan 

lpengangkut, lmaka lganti lrugi ltidak lakan ldiberikan. lMengenai lunsur-unsur lyang lada 

lpada lkonsep ltanggung ljawab lpraduga lbersalah l(presumption lof lliability) l: l 

1) lBeban lpembuktian l(burden lof lproof) lterbalik; l 

2) lTanggung ljawab lterbatas l(limited lliability); l 

3) lPerlindungan lhukum; l 

4) lPembuktian lpenumpang likut lbersalah; l 

5) lTanggung ljawab ltidak lterbatas. l 

Konsep ltanggung ljawab lhukum ltanpa lbersalah l(legal lliability lwithout lfault 

lconcept) latau ltanggung ljawab luntuk lmutlak l(absolute lliability latau lstrict lliability) 

ldipergunakan ldalam lPasal l44 lUndang-Undang lNomor l15 lTahun l1992, lKonvensi 

lRoma l1952, lProtokol lGuatemala lCity l197 lthe lliability lconvention lof l1972 ldan 

lAircraft lProduct lLiability. l 

Berdasarkan lkonsep lpertanggung ljawaban ltanpa lbersalah l(legal lliability 

lwithout lfault lconcept), lperusahaan lpenerbangan l(air lcarrier) lbertanggung ljawab 

lsecara lpenuh lterhadap lkerugian lyang ldialami loleh lpihak lketiga lyang lterjadi lakibat 

lkecelakaan lpesawat ludara latau ljatuhnya lbarang ldan/atau lorang ldari lpesawat ludara, 

ltanpa lperlu lmelakukan lpembuktian llebih ldahulu. l 

                                                      
44 H. K. Martono, Amad Sudiro, Op.Cit, hlm. 210. 
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Tanggung ljawab ldalam lkonteks lhukum, ldapat lmerujuk lpada lkewajiban 

lhukum. lUkuran lkapasitas lmental, lyang ldigunakan ldalam lmemutuskan lsejauh lmana 

lseseorang ldapat ldimintai lpertanggungjawaban latas lsuatu lkejadian. 

Adanya lkonsep ltanggung ljawab lkarena lpihak lpengangkut ldalam 

lmemenuhi lkewajiban ltidak lsebagaimana lmestinya, latau ltidak lbaik, latau ltidak ljujur, 

latau ltidak ldipenuhi lsama lsekali. lOleh lkarena litu, lkonsep ltanggung ljawab ltersebut 

lmenjadi ldasar lpenyelesaian lganti lkerugian latau ldapat ldiartikan lkewajiban luntuk 

lmembayar lganti lrugi lyang ldiderita lbagi lpenumpang langkutan ludara. lKonsep lini 

lmenjelaskan lperbuatan lmana lyang ldirumuskan ldalam ltanggung ljawab lpengangkut. 

l 

Misalnya lperusahaan lpengangkutan l“bertanggungjawab” latas lkeselamatan 

lpenumpang, lkarena litu lbila ltimbul lkecelakaan lyang lmengakibatkan lpenumpang 

lmenderita, lmaka lperusahaan lpengangkutan lharus lbertanggungjawab ldalam larti 

lliability, ldimana lwajib lmembayar lganti lkerugian lyang ldiderita loleh lpenumpang 

lakibat lperusahaan lpengangkutan lmelakukan lwanprestasi.45
 l 

Tetapi ldalam lperjanjian lpengangkutan lada lbeberapa lhal lyang lbukan 

ltanggung ljawab lpengangkut. lArtinya lapabila ltimbul lkerugian, lpengangkut lbebas 

ldari lpembayaran lganti lkerugian. lBeberapa lhal litu ladalah: l 

1. Keadaan lmemaksa l(overmacht) 

2. Cacat lpada lpenumpang litu lsendiri 

3. Kesalahan latau lkelalaian lpenumpang. l 

Ketiga lhal lini ldiakui lbaik ldalam lundang-undang lmaupun ldalam ldoktrin 

lilmu lhukum. lDi lluar lketiga lhal ltersebut lpengangkut lbertanggung ljawab.46 

                                                      
45 Nurlely Darwis, “Tanggung JAwab Hukum Mengatasi Kecelakaan di Bandara 

Halim Perdana Kusuma”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5, Nomor 2, Maret, 

2015, hlm. 22. 
46 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 22. 
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Dunia lpenerbangan linternasional lmaupun lnasional lmengatur 

lketentuan ltentang ltanggung ljawab lmaskapai lpenerbangan. lDisini, lLiability 

ldiartikan lsebagai lkewajiban luntuk lmembayar luang latau lmelaksanakan ljasa 

llain, lkewajiban lyang lpada lakhirnya lharus ldilaksanakan.47
 l 

Convention lfor lUnification lof lCertain lRules lrelating lto lInternational 

lCarriage lby lAir lyang ldikenal ldengan lKonvensi lWarsawa l1929 ldan lpada 

ltahun l1955 lkonvensi lini lditambah ldengan lProtocol lThe lHague lmerupakan 

laturan lpenerbangan ldunia linternasional, lNamun lpada laturan ltersebut lmasih 

ldirasa lbanyak lkekurangan lseperti ljumlah lpenggantian lnilainya lterlalu lkecil 

ldan lmerugikan lpenumpang. l 

Sedangkan lmenurut lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l2009 ltentang 

lPenerbangan, lPasal lyang lmengatur lmengenai ltanggung ljawab lpengangkut ldiatur 

ldalam lPasal l141-Pasal l148. lDimana lPengangkut lbertanggung ljawab latas: 

a. Kerugian lpenumpang lyang lmeninggal ldunia, lcacat ltetap, latau 

lluka-luka lyang ldiakibatkan lkejadian langkutan ludara ldi ldalam 

lpesawat ldan/atau lnaik lturun lpesawat ludara. l 

b. Hilang latau lrusaknya lbagasi lkabin, lapabila lkerugian ltersebut 

ldisebabkan loleh ltindakan lpengangkut latau lorang lyang 

ldiperkejakannya. l 

c. Kerugian latas lbagasi ltercatat lhilang, lmusnah, latau lrusak lyang 

ldiakibatkan loleh lkegiatan langkutan ludara lselama lbagasi ltercatat 

lberada ldalam lpengawasan lpengangkut. l 

d. Kerugian lyang ldiderita loleh lpengirim lkargo lkarena lkargo lyang 

ldikirim lhilang, lmusnah, latau lrusak lyang ldiakibatkan loleh lkegiatan 

                                                      
47 H. K. Martono, Amad Sudiro, Op.Cit, hlm. 213-214. 
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langkutan ludara lselama lbagasi ltercatat lberada ldalam lpengawasan 

lpengangkut. l 

e. Kerugian lyang ldiderita lkarena lketerlambatan lpada langkutan 

lpenumpang, lbagasi, lkargo, lkecuali lpengangkut ldapat 

lmembuktikan lbahwa lketerlambatan ltersebut ldisebabkan loleh 

lfaktor lcuaca ldan lteknis loperasional l 

f. Tidak lterangkutnya lpenumpang lsesuai ldengan ljadwal lyang ltelah 

lditentukan ldengan lalasan lkapasitas lpesawat ludara. l 

 

2. Pertanggungjawaban lPengangkut 

Terbentuknya lhukum lpengangkutan ludara ldilatarbelakangi loleh 

ladagium l“cuius lest lsolum, leius lest lusque lad lcoelum” lyang lberarti lsiapapun 

lyang lmemiliki ltanah, lmaka lkepemilikannya lmeluas lsampai lke llangit.48
 lPara 

lahli lhukum lterpicu luntuk lmengatur lruang ludara lyang lkemudian lterbentuklah 

lhukum ludara lnasional lnegaranya luntuk lmengatur lruang ludaranya lmasing-

masing. l 

Secara lumum lterdapat ltiga lmacam lprinsip ldasar ltanggung ljawab 

lhukum l(legal lliability lconcept), lyaitu lyang lterdiri ldari lprinsip ltanggung 

ljawab lhukum latas ldasar lkesalahan l(based lon lfault lliability), lprinsip 

ltanggung ljawab lhukum latas lpraduga lbersalah l(persumption lof lliability) ldan 

lprinsip ltanggung ljawab lhukum ltanpa lbersalah l(liability lwithout lfault) latau 

ltanggung ljawab lmutlak l(absolute lliability).49 

                                                      
48 Peter H. Sand, et al., “An Historical Survey of International Air Law Before 

the Second World War”, McGill Law Journal, Vol. 7, No. 1, op. cit., hlm. 40. 
49 K. Martono dan Amad Sudiro, 2011, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan 

UU RI No. 1 Tahun 2009, cet. II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 217. 
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Prinsip l– lprinsip lpertanggung ljawaban langkutan ludara ltersebut ldapat 

ldijabarkan, lyaitu: l 

a. Tanggung ljawab lhukum latas ldasar lkesalahan l(based lon lfault 

lliability) lyaitu, lseseorang lbaru ldapat ldimintakan lpertanggung 

ljawabannya lsecara lhukum ljika lada lunsur lkesalahan lyang 

ldilakukannya. 50
 lKesalahan ladalah lunsur lyang lbertentangan 

ldengan lhukum. lPengertian l“hukum”, ltidak lhanya lbertentangan 

ldengan lperaturan lperundang l– lundangan, ltetapi ljuga lkaidah l– 

lkaidah lkesusilaan lyang lberlaku ldalam lmasyarakat.51 

Prinsip lini lterdapat ldalam lPasal l1365 lKUH lPerdata, 

lyaitu: l 

“Tiap lperbuatan lyang lmelanggar lhukum ldan lmembawa 

lkerugian lkepada lorang llain, lmewajibkan lorang lyang 

lmenimbulkan lkerugian litu lkarena lkesalahannya luntuk 

lmenggantikan lkerugian ltersebut.” l 

Dari lPasal l1365 lKUH lPerdata lini ltanggung ljawab latas 

ldasar lkesalahan lharus lmemenuhi lunsur l– lunsur lada lkesalahan, 

lada lkerugian, lyang lmembuktikan ladalah lkorban lyang lmenderita 

lkerugian, lkedudukan ltergugat ldengan lpenggugat lsama ltinggi 

ldalam larti lsaling ldapat lmembuktikan, lapabila lterbukti lterjadi 

lkesalahan lmaka ljumlah lganti lkerugian ltidak lterbatas l(unlimited 

lliability).52
 l 

                                                      
50 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. III, 

Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 93. 
51 Ibid. 
52 K. Martono dan Amad Sudiro, op.cit, hlm. 221 
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Jadi, lapabila lpenumpang lmerasa ldirugikan lselama 

lpenerbangan loleh lmaskapai lpenerbangan, lia ldapat lmenuntut 

lganti lkerugian lhanya ljika ldapat lmembuktikan lbahwa lmaskapai 

lpenerbangan ltersebut lmelakukan lkesalahan. lBila ltidak ldapat 

lmembuktikan lunsur lkesalahan ldari lmaskapai lpenerbangan, 

lmaka lpenumpang ltidak lakan lmendapat lganti lkerugian. l 

b. Tanggung lJawab lHukum lPraduga lBersalah lK. lMartono ldan 

lAmad lSudiro ldalam lbukunya lmemberi lpenjelasan ldalam 

lperkembangannya ltanggung ljawab latas ldasar lkesalahan l(based 

lon lfault lliability) ltidak ldapat lditerapkan ldalam langkutan ludara, 

lkarena lkedudukan lantara lpenumpang ldan/atau lpengirim lbarang 

ldengan lperusahaan lpenerbangan ltidak lseimbang. l 

Kedudukan lpara lpihak ltidak lberimbang, lsebab 

lperusahaan lpenerbangan lmenguasai lteknologi ltinggi, lsementara 

litu lpenumpang ldan/atau lpengirim lbarang ltidak lmenguasai 

lteknologi ltinggi lpenerbangan, lsehingga lapabila lpenumpang 

ldan/atau lpengirim lbarang lharus lmembuktikan lkesalahan 

lperusahaan lpenerbangan lpasti ltidak lakan lberhasil, lkarena litu 

lsejak l1929 ldikenalkan lprinsip ltanggung ljawab lhukum lpraduga 

lbersalah l(presumption lof lliability lconcept).53
 l 

Prinsip lini lberarti lmaskapai lpenerbangan lharus lselalu 

lbertanggung ljawab latas lkerugian lyang ldialami lpenumpang l 

maupun lbagasi, lkecuali lapabila lmaskapai lpenerbangan ldapat 

                                                      
53 K. Martono dan Amad Sudiro, op.cit. hlm. 222. 
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lmembuktikan lbahwa lia ltidak lbersalah. lJadi, lpihak lpenumpang 

ltidak lperlu luntuk lmelakukan lpembuktian ltelah lmelakukan 

lkesalahan lpada lpihak lmaskapai lpenerbangan. l 

Akibat ldari lpenerapan lprinsip lini ladalah ltanggung ljawab 

lmaskapai lpenerbangan lterbatas lsejumlah lganti lkerugian lyang 

lditetapkan loleh lperaturan lperundang l– lundangan lyang lberlaku 

lterhadap lkerugian lyang ldiderita lpenumpang, lnamun lmasih 

ldimungkinkan lbagi lpenumpang luntuk lmemperoleh lganti lrugi 

lyang llebih lbesar ldengan lmembuktikan lbahwa lmaskapai 

lpenerbangan lmelakukan lkesalahan lyang ldisengaja.54
 l 

Prinsip lini lterdapat ldalam lPasal l468 lKUH lDagang, lyaitu: 

l“Perjanjian lpengangkutan lmenjanjikan lpengangkut luntuk 

lmenjaga lkeselamatan lbarang lyang ldiangkut ldari lsaat 

lpenerimaan lsampai lsaat lpenyerahannya.” l 

c. Tanggung lJawab lHukum lTanpa lBersalah lPrinsip ltanggung 

ljawab lhukum ltanpa lbersalah l(legal lliability lwithout lfault) latau 

ltanggung ljawab lmutlak l(absolute lliability), lyaitu ldimana 

ltanggung ljawab ltanpa lkeharusan luntuk lmembuktikan ladanya 

lkesalahan, latau ldengan lkata llain lsuatu lprinsip ltanggung ljawab 

lyang lmemandang lkesalahan lsebagai lsuatu lyang ltidak lrelevan 

luntuk ldipermasalahkan lapakah lada latau ltidak ldalam 

lkenyataan.55 

                                                      
54 K. Martono dan Amad Sudiro, op.cit, hlm. 226. 
55 E. Saefullah Wiradipradja, 1989, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum  

Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, cet. I, Liberty, Yogyakarta, hlm 35. 
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Maskapai lpenerbangan lmenurut lprinsip lini lwajib luntuk 

lbertanggung ljawab luntuk lmengganti lkerugian lsecara lmutlak 

lterhadap lpenumpang lmaupun lbagasinya ltanpa lmemandang 

ladanya lkesalahan latau ltidak lselama lproses lpengangkutan. l 

Adapun lnilai lterbaru ltanggung ljawab lpengangkut lsesuai lyang ltelah 

lditentukan lKonvensi lMontreal l1999 ladalah56
 l 

a. Jumlah lkompensasi lbagi lkorban lpenumpang lyang lmeninggal 

lmaupun lmenderita lakibat lkecelakaan lpesawat ludara lsampai 

ldengan l113.100 lspecial ldrawing lrights l(SDR) l(Pasal l21 layat 

l(1)). 

b. Jika lpenumpang lingin lmengajukan lklaim lmelebihi lbatas 

l113.100 lSDR, lberlaku lasas ltanggung ljawab lberdasarkan 

lunsur lkesalahan l(liability lbased lon lfault) ldan lperusahaan 

lpengangkutan ludara lbersangkutan lharus lmembuktikan 

lbahwa ltidak lada lkesalahan lyang ldisengaja ldi lpihaknya l(Pasal 

l21 layat l(2)). l 

Dalam lKonvensi lMontreal l1999 lpada lartikel l17 layat l(1) lmengatur ljuga 

ltanggung ljawab ldari lperusahaan lpengangkutan ludara lterhadap lpenumpang lsebagai 

lberikut: l 

“The lcarrier lis lliable lfor ldamage lsustained lin lcase lof ldeath lor lbodily linjury 

lof la lpassenger lupon lcondition lonly lthat lthe laccident lwhich lcaused lthe ldeath lor 

linjury ltook lplace lon lboard lthe laircraft lor lin lthe lcourse lof lany lof lthe loperations lof 

lembarking lor ldisembarking” l 

                                                      
56 Anonim, Meratifikasi Konvensi Montreal, Penumpang dapat 2 Milyar 

https://indoaviation.co.id/indonesia-meratifikasi-konvensi-montreal-apa- 

https://indoaviation.co.id/indonesia-meratifikasi-konvensi-montreal-apa-
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Dikatakan lbahwa lperusahaan langkutan lbertangggung ljawab latas 

lkerugian lyang ldiderita ldalam lhal lmeninggal latau lluka lbadan lseorang 

lpenumpang ldengan lsyarat lbahwa lhanya lkecelakaan lyang lmenyebabkan 

lkematian latau lluka lyang lterjadi ldiatas lpesawat ludara latau lsaat ldilakukannya 

lsetiap lkegiatan loperasi lmenuju lkepesawat latau lmeninggalkan lpesawat. 57
 

lOrdonasi lPengangkutan lUdara l1939 latau lLuchtvervoer lOrdonantie lyang 

lmerupakan lhasil lratifikasi lKonvensi lWarsawa l1929 lmenyatakan lbahwa 

lpengangkut lbertanggung ljawab latas lkerugian lyang ldialami lpenumpang 

lnamun lbatas lpenggantian lyang lditentukan lperaturan lini lsudah lsama lsekali 

ldan ltidak lsesuai llagi ldengan lkeadaan lekonomi lmasa lini. lOleh lsebab litu 

lpemerintah lmulai lmeratifikasi lKonvensi lMontreal l1999 lyang ltelah ldisahkan 

lpresiden lpada ltahun l2016 lpada lKeputusan lPresiden. l 

 

C. Aturan Tentang lTanggung lJawab lMenurut lKonvensi lInternasional 

1. Konvensi lWarsawa Tahun l1929 

Konvensi lWarsawa lmerupakan lkonvensi linternasional lyang 

lmengatur ltanggung ljawab luntuk lpengangkutan linternasional luntuk lorang, 

lbagasi latau lbarang lyang ldilakukan loleh lpesawat luntuk lbayaran. l 

Aktivitas lpenerbangan lkomersial lpada ltahun l1900-an, lmemang ltidak 

ldapat ldibandingkan ldengan lmasa lsekarang. lPada lmasa litu, lbisa ldibilang 

laktivitas lpenerbangan luntuk lkomersial lmasih lsangat lsedikit ljumlahnya. 

lDikutip ldari lsebuah ltulisan ldi ldalam ljurnal, ljumlah lpenumpang, lantara ltahun 

                                                      
57 Muhammad Yusuf, Rosidin Samsudin, Op.Cit, hlm. 724 
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l1925 lhingga ltahun l1929, lbaik litu lpenumpang ldomestik lmaupun lpenumpang 

linternasional, lhanya lmencapai l400 ljuta ljiwa.58
 l 

Bahkan lpertumbuhan lpenumpang lselama lkurun lwaktu ltersebut ljuga 

ltidak llebih ldari l45 lpersen. 59
 lAwalnya lditandatangani lpada ltahun l1929 ldi 

lWarsawa. lKeberadaan lpengaturan lmengenai ltanggung lgugat ldalam lsetiap 

lkegiatan lpengangkutan lmenjadi lsebuah lkebutuhan lmutlak lyang ltidak ldapat 

lditawar.60
 l 

Rumitnya lpenentuan lrezim lhukum lyang lberlaku lbilamana lterjadi 

lkecelakaan ldalam lpenerbangan linternasional, ldapat lmenjadi lfaktor 

lpendorong lbagi lnegara-negara luntuk lsegera lmembentuk lpengaturan ldalam 

ltataran lhukum linternasional lyang lmengatur lmengenai lpermasalahan 

ltanggung lgugat lbagi lmaskapai. l 

Inisiasi luntuk lmembuat lsebuah lpengaturan lmengenai ltanggung 

lgugat, lsudah ldilakukan loleh lpemerintah lPerancis ldi ltahun l1923. 61
 lNamun 

ldalam lproses lperumusan laturan ltersebut, lpemerintah lPerancis lmerasa 

lkesulitan luntuk lmengadopsi lbeberapa lelemen lasing lseperti lmenentukan 

lrezim lhukum lyang ldigunakan ldan lmenentukan lyurisdiksi lyang lmenjadi 

ltempat luntuk lmengajukan lgugatan lke ldalam lhukum lnasional lnegaranya.62 

                                                      
58 A.F. LowcDfeld & A.I. Mendelsohn, “The United States and the Warsaw 

Convention" (1967) 80 Harv. L. Rev. yang dikutip dari Jacqueline Etil Senrio, J.D., The 

Montreal Convention of 1999: a “Well-Worn Restructing of Liablity and Jurisdiction, 

Institute of Air and Space Law Faculty of Law, McGill University 

Montreal,Quebec,November,1999,hlm.9,http://www.col.lectionscanada.gc.ca/obj/s4/12/ás

k2/ftp03/MQ64304.pdf. 
59 Ibid. 
60 De Remer, Dale; Mc Lean, Donald W. 1998. Global Navigation for Pilots 

(edisi ke-2nd). Aviation Supplies & Academics, Inc. hlm. 370. 
61Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2015, Pengantar Hukum 

Internasional, Bandung,  PT Alumni, hlm. 1-2. 
62 Ibid. 

http://www.col.lectionscanada.gc.ca/obj/s4/12/ásk2/ftp03/MQ64304.pdf
http://www.col.lectionscanada.gc.ca/obj/s4/12/ásk2/ftp03/MQ64304.pdf
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Dilatarbelakangi loleh lpemikiran ltersebut, lPerancis lmenginisiasi 

luntuk lmengadakan lkonferensi linternasional ldengan ltujuan luntuk lmelakukan 

lunifikasi lmengenai lhukum ludara lkhususnya lmengenai lpermasalahan ldalam 

lmenentukan ltanggung lgugat lbagi lmaskapai.63 

Setelah ldilakukannya lperundingan ldalam lkonferensi ltersebut, lpada 

ltanggal l12 lOktober l1929, lConvention lfor lthe lUnification lof lCertain lRules 

lRelating lto lInternational lCarriage lby lAir latau lKonvensi lWarsawa l1929 

lberhasil lterbentuk. lKonvensi lWarsawa l1929 lmerupakan lkonvensi 

linternasional lyang lmengatur lmengenai lpermasalahan lliability latau ltanggung 

lgugat lmaskapai lbilamana lterjadi laccident latau lkecelakaan ldalam lsetiap 

lkegiatan lpengangkutan linternasional lmenggunakan lpesawat, lbaik litu 

lpengangkutan lterhadap lpenumpang, lbagasi, lmaupun lkargo.64
 l 

 

2. Protokol lDen lHaaq Tahun l195565 

Protokol lDenhaag l1955 ldiadakan luntuk lmenampung lkebutuhan 

ludara linternasional. lProtokol luntuk lMengubah lKonvensi luntuk lPenyatuan 

lAturan lTertentu lyang lBerkaitan ldengan lPengangkutan lInternasional lmelalui 

lUdara. 

Dalam lProtokol lDenhaag l1955 ldiadakan lsedikit lperubahan lterhadap 

lKonvensi lWarsawa l1929 ldengan lcara lmenyederhanakan ldokumen 

lpengangkutan ludara linternasional ldan lmeningkatkan lbesaran lganti lrugi ldari 

                                                      
63 Bin Cheng, “The Changing Dimensions of the International Law of Carriage 

by Air”, op.cit., hlm. 984.  
64 Ibid. 
65 Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules 

Relating to International Carriage by Air. 
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lUS$10,000.00 lmenjadi lUS$20,000.00. lDilakukan loleh lOrganisasi 

lPenerbangan lSipil lInternasional ldalam lKonferensi lDiplomatikk ldi lDen 

lHaag, lBelanda, l1955. 

Lahir lsebagai lrespons ldari lperubahan lKonvensi lWarsawa l1929, 

lprotokol lini lditandatangani lpada ltanggal l28 lSeptember l1955. lBeberapa lisu 

lperubahan lyang llahir ldari lprotokol lini lmeliputi lperubahan lterminologi 

lhukum ldalam lKonvensi lWarsawa l1929, 66
 lpeningkatan lnilai lganti lrugi, 67

 

lmaupun lklausula lpembebasan lperusahaan lmaskapai ldari lbatasan lmaksimal 

lnilai lganti lrugi. l 

 

3. Montreal lAgreement Tahun l1966 l 

Lahirnya lProtokol lDen lHaag l1955 lsebagai lrespons lperubahan ldalam 

lKonvensi lWarsawa l1929 lternyata ltidak lserta lmenjadi lbeberapa lnegara 

lsepakat luntuk lmengikatkan ldirinya luntuk lmenjadi lpeserta, lsalah lsatunya 

lnegara lAmerika lSerikat, lyang lpada lberikutnya lmengumumkan lpengun- 

lduran ldiri ldari lKonvensi lWarsawa l1929. l 

Montreal lAgreement lmemastikan lbahwa lkorban lkecelakaan ldalam 

lpenerbangan lke latau ldari lAmerika lSerikat ldiberi lkompensasi lhingga 

l$75.000 ldari lkerusakan lyang lterbukti, lterlepas ldari lkelalaian lpengangkut 

lyang lmenjadi lpenyebab lkecelakaan latau ltidak. lKeputusan lini lmelahirkan 

lkekhawatiran ldunia lpenerbangan lmengingat lposisi lpenting lAmerika lSerikat 

ldalam lpenerbangan linternasional. lNamun ldemikian, lpada lakhirnya, 

                                                      
66 Oner, J. N. 1967. The Montreal Agreement and Enterprise Liability. J. Air L. 

& Com, 33, hlm 603.  
67 Ibid. 
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lpemerintah lAmerika lSerikat lmerespons lhal ltersebut ldengan lmengeluarkan 

lMontreal lAgreement l1966 lsebagai lkonsekuensi ltetap ldalam lKonvensi 

lWarsawa l1929. lBeberapa lhal lyang lmenjadi lfokus ldalam lMontreal 

lAgreement l1966 lyaitu lpenambahan lnilai lganti lrugi68
 ldan lketentuan labsolute 

lliability. l 

 

4. Konvensi lGuadalajara Tahun l196169 

Konvensi lGuadalaraja ladalah lkonvensi lyang lmengatur ltentang 

ltanggung ljawab lpengangkutan lpada l"charter" lpesawat ludara. lKonvensi 

lpelengkap lKonvensi lWarsawa, luntuk lpenyatuan laturan-aturan ltertentu lyang 

lberkaitan ldengan lpengangkutan linternasional lmelalui ludara lyang ldilakukan 

loleh lorang lselain lpengangkut lyang lmenandatangani lkontrak ldi lGuadalajara 

lpada ltanggal l18 lSeptember l1961. lKonvensi lGuadalajara l1961 ltidak 

ldimaksudkan lmenggantikan lKonvensi lWarsawa l1929 ldan lProtokol lDen 

lHaag l1955 lsebagai lprotocol lyang lmengamendemen lKonvensi lWarsawa 

l1929. 70
 lHal litu lmenjadikan lKonvensi lini ldiberi ljudul l“Convention 

lSuppelementary lto lthe lWarsaw lConvention”. 

Konvensi lini ljuga lmelahirkan laturan lbaru lmengenai lhal-hal lyang 

lbelum ldiatur lsebelumnya ldalam lKonvensi lWarsawa l1929 lmaupun lProtokol 

                                                      
68 Gazdik, J. G. 1961. The Conflicts and State Obligations under the Warsaw 

Convention, the Hague Protocol and the Guadalajara Convention. J. Air L. & Com., 28, 

hlm 373.  
69 Convention Suppelementary to the Warsaw Convention for the Unification of 

Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person other 

than the Contracting Carrier. 
70 Pablo Mendes de Leon, “Private Air Law" LL.M. Adv. Loc. cit., hlm. 61. 
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lDen lHaag l1955 lseperti lpengaturan lmengenai lcontracting lcarrier 71
 ldan 

lactual lcarrier72dalam lsuatu lpenerbangan lcode-share. l 

 

5. Protokol lGuatemala lCity Tahun l1971 l 

Protokol lGuatemala lCity, lyang lditandatangani lpada l8 lMaret l1971, 

ltidak lmengubah lrezim lWarsawa-Hague ldari ltanggung ljawab lmaskapai 

lpenerbangan linternasional luntuk lpengangkutan lbarang. lIni 

lmempertahankan lpraduga lkesalahan ldan lbatas ltanggung ljawab luntuk 

lpengangkutan lbarang lseperti lyang ldisepakati ldi lWarsawa lpada ltahun l1929. 

lProtokol lGuatemala l1971 ltentang ltanggung ljawab lhukum ltanpa lbersalah 

l(liability lwithout lfault latau lstrict lliability latau labsolute lliability) lterhadap 

lpenumpang lyang lmeninggal, lluka, lbagasi lyang lhilang latau lrusak ldan llimit 

ltanggung ljawab.73 

Protokol lGuatemala lCity l1971 llahir luntuk lmenyikapi lperubahan 

lmodernisasi lke larah lpraktis lutamanya lterkait linformasi lyang ltermuat ldalam 

ltiket lpenumpang lmaupun lbagasi lsebagai ldokumen lhukum lyang lsah. 

lKewajiban lpemberitahuan lhak-hak lpenumpang lseperti ltunduk lpada 

lKonvensi lWarsawa l1929 74 / lProtokol lDen lHaag l1955 lmenjadi lhal lyang 

ldihilangkan ldalam lprotokol lini. l 

                                                      
71 Pasal 1 huruf (b) Konvensi Guadalaraja Tahun 1961 
72 Pasal 1 huruf (c) 
73 Bin Cheng, “Air Law”, dalam Chia-Jui Cheng (ed.), op. cit., hlm. 36.  
74 Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Konvensi Warsawa Tahun 1929  
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Protokol lini lmemberikan lpengertian lsekalipun lhal ldemikian ltidak 

lberarti lbahwa lprinsip lpemberlakuan lpemba- ltasan lganti lrugi ldalam 

lKonvensi lWarsawa l1929/Protokol lDen lHaag l1955 lmenjadi lhilang.75
 l 

Modernisasi lklausula ldalam ldokumen ltiket lini ldimak- lsudkan luntuk 

lmempersiapkan lsistem ltiket lke larah ltiket lelektronik. 76
 lSama ldengan 

lMontreal lAgreement l1966 lyang lmemberlakukan labsolute lliability lmanakala 

lterjadi lkecelakaan lyang ltidak lmembebaskan lperusahaan lmaskapai luntuk 

lmelepaskan ldiri ldari lkewajibannya lmengganti lrugi lsekalipun ltelah 

lmengambil llangkah-langkah luntuk lmenghindari lterjadinya lkerugian.77
 l 

Protokol lini ljuga lmemberlakukan lprinsip lyang lsama lnamun ldengan 

ldua lperkecualian, ldi lantaranya lpertama lkerusakan lterjadi ldisebabkan loleh 

lkeadaan lkesehatan lpenumpang lketika lmenggunakan ljasa ltransportasi ludara 

latau lkerusakan lbawaan lyang ltelah lada lpada lbagasi lpenumpang. 78
 lKedua 

ladanya lkontribusi lkelalaian latau ltindakan latau lperbuatan lmelanggar lhukum 

ldari lpenumpang lyang lmenyebabkan lterjadinya lluka lpada ldiri lpenumpang.79
 l 

 

6. Konvensi lMontreal Tahun l1999 l 

MC99 lmenetapkan ltanggung ljawab lmaskapai lpenerbangan ldalam 

lkasus lkematian latau lcedera lpenumpang, lserta ldalam lkasus lketerlambatan, 

lkerusakan latau lkehilangan lbagasi ldan lkargo. lMC99 ldirancang luntuk 

                                                      
75 Pasal II ayat (1) Protokol Guatemala City Tahun 1971  
76 Pablo Mendes de Leon, Loc. cit., hlm. 64. 
77 Pablo Mendes de Leon, Loc. cit., hlm. 66 
78 Pasal IV ayat (1 dan 2 Protokol Guatemala City 1971. 
79 Pasal VII Protokol Guatemala City Tahun 1971. 
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lmenjadi lsatu lperjanjian luniversal luntuk lmengatur lkewajiban lmaskapai 

lpenerbangan ldi lseluruh ldunia.80 

Perjanjian lMontreal ltahun l1999 ldikembangkan ltujuh lpuluh ltahun 

lsetelah lPerjanjian lWarsawa ltahun l1929 ldiadopsi lsebagai lbentuk lrevisi ldari 

lPerjanjian lWarsawa l1929. lTeks lselanjutnya ldiratifikasi lsebagai lPerjanjian 

lMontreal l1999 lsetelah ldiadopsi lsebagai llaporan lpada lKonferensi lDiplomatik 

l1999. lKonvensi lMontreal ltahun l1999, lberbeda ldengan lKonvensi lWarsawa 

ltahun l1929, lyang lditujukan luntuk lmaskapai lpenerbangan, lberfokus lpada 

lperlindungan lkepentingan lkonsumen ldalam ltransportasi ludara linternasional 

ldan lkompensasi lyang ladil lberdasarkan lgagasan lpemulihan, lyang lmerupakan 

lsalah lsatu lpokok lperjanjian.81
 l 

Secara lgaris lbesar lkedua lkonvensi lini lmengatur lobjek lyang lserupa, 

lnamun lterdapat lbeberapa lperbedaan lyang lsignifikan. lPerbedaan lpertama 

lterletak lpada lprinsip ltanggung ljawab luntuk lkematian ldan lluka-luka. 

lKonvensi lWarsawa l1929 lmenganut lprinsip ltanggung ljawab lberdasarkan 

lkesalahan l(liability lbased lon lfault) ldengan lpembuktian lterbalik l(reversed 

lburden lof lproof) lyang lmemberikan lcelah lkepada ltergugat luntuk ltidak 

lbertanggung ljawab ljika lia ldapat lmembuktikan lbahwa ltergugat ltelah 

lmelakukan ltindakan lpencegahan latau lkejadian ltersebut ltidak lmungkin luntuk 

ldicegah, lsedangkan lKonvensi lMontreal l1999 lmenganut lprinsip lstrict 

lliability lyang lmemiliki lpemahaman lbahwa ltergugat ltelah ldinyatakan 

lbersalah. lNamun lperlu ldiingat lpula lbahwa lprinsip lstrict lliability lpada 

                                                      
80 D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Sweet and Maxwell, 

London, 1982, hlm. 374. 
81 Michael Milde, “Liability in International Carriage by Air: The New Montreal 

Convention”, Uniform Law Review, Vol. 4, No. 4, 1999, hlm. 839 dan 854. 
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ldasarnya ltelah lmengatakan lbahwa ltergugat lbersalah lsehingga lia lhanya lperlu 

lmembatasi lsepanjang latau lsejauh lapa ltanggung ljawabnya.82 

Konvensi lMontreal l1999 lyang lmerupakan lKonvensi lyang 

lmenyatukan lsemua lketentuan lyang lada ldi ldalam lKonvensi lWarsawa l1929 

lbeserta lannexesnya lyaitu lProtokol lThe lHague l1955, lKonvensi lGuadalajara 

l1961, lMontreal lAgreement l1966, lProtokol lGuatemala l1971, lProtokol 

lTambahan lMontreal l1975 lNomor l1, l2, l3, ldan l4. lDibentuknya lsebuah ldraf 

lkonvensi lbaru lyang lbertujuan luntuk lmenggantikan lkedudukan lKonvensi 

lWarsawa l1929, ltidak lsecara lotomatis lmenghapus lsemua lketentuan lyang lada 

ldalam lKonvensi lWarsawa l1929. 83
 lHal ltersebut ldikarenakan ldraf ltersebut 

ldibentuk luntuk lmelakukan linovasi ldan lrekonstruksi lulang lterhadap lsegala 

lkekurangan lyang lada ldi lKonvensi lWarsawa l1929.84 

Tujuan ldiadakannya lpembaruan ltersebut ljuga ldimaksudkan luntuk 

lmelakukan lpembaruan lketentuan ldalam lhukum ludara lprivat lkarena 

lbeberapa lketentuan lyang lada ldalam lKonvensi lWarsawa l1929 lsudah ltidak 

lsesuai ldengan lperkembangan lzaman. lSalah lsatunya lyaitu lpengaturan 

lmengenai ldokumen langkutan ludara lkhususnya lpengaturan lmengenai ltiket 

lyang ltidak lmenyisakan lkemungkinan luntuk ldilakukan lpencatatan lsecara 

lelektronik.85
 l 

                                                      
82 Bin Cheng, “The Changing Dimensions of the International Law of Carriage 

by Air”, op.cit., hlm. 1007-1009; Pembukaan Konvensi Montreal 1999. 
83 Adhy Riadhy Arafah dan Sarah Amalia Nursani, Pengantar Hukum 

Penerbangan Privat, 2019, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 49. 
84 Michael Milde, “Liability in International Carriage by Air: The New Montreal 

Convention”, Uniform Law Review, Vol. 4, No. 4, 1999, hlm. 839 dan 854. 
85 Irene Larsen, "Regime of Liability in Private International Air Law with Focus 

on the Warsaw System and the Montreal Convention of 28 May 1999" 
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Sebagaimana lyang ltelah ldibahas ldalam lpembahasan lsebelumnya 

lbahwa lganti lrugi lyang ldiatur ldalam lKonvensi lWarsawa l1929 lbersifat 

lminimum ldan ltidak llagi lsesuai ldengan lkondisi lsaat lini. lProses 

lpembentukkan ldraf lkonvensi lyang lbaru lkemudian lmemfokuskan luntuk 

lmelakukan lperubahan lkepada ldua lelemen lutama lyang lada ldalam lKonvensi 

lWarsawa l1929 lyaitu lpermasalahan lmengenai lliability latau lpermasalahan 

ltanggung lgugat lmaskapai latau lpengangkut ldan lpermasalahan lyurisdiksi.86 

 

D. Ethiopian lAirlines lET302 

 Pesawat lEthiopian lAirlines ldengan lnomor lpenerbangan lET302 litu 

ljatuh ldi ldekat lkota lBishoftu, l62 lkilometer ldi ltenggara libukota lAddis lAbaba. 

lPesawat lBoeing l737 lMax l8 lmerupakan lpesawat lbaru lyang lpertama lkali 

lditerbangkan lpada l2016. lPesawat litu lmerupakan ladalah lbuatan lpabrikan lasal 

lAmerika lSerikat lBoeing lCommercial lAirplanes ldengan ljumlah lkapasitas 

lpenumpang l200 lorang. lBoeing l737 lMax lmerupakan lgenerasi lkeempat ldari 

lpesawat lterbang ljarak lmenengah ldari lkeluarga lBoeing l737 lyang ltengah 

ldikembangkan loleh lBoeing lCorporation. l 

 Pesawat lgenerasi lbaru lini lpertama lkali ldiluncurkan lpada l30 lAgustus 

l2011. lGenerasi lbaru lini ldimaksudkan luntuk lmenggantikan lseri lBoeing 

l737NG l(Next lGeneration), lBoeing l737 lMax l8 lmemiliki lpanjang l39,5 lmeter, 

lbentangan lsayap l35,9 lmeter, ltinggi l12,3 lmeter ldan larea lsayap lpesawat l127 

lmeter lpersegi. l 

                                                      
86 Jacqueline Etil Senrio, J.D., Loc. Cit., hlm. 28-30 
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 Berat lpesawat lmaksimum lsaat ltake-off lmencapai l82.190 lkilogram, 

lberat lmaksimum lsaat llanding l69.310 lkilogram, lberat lbahan lbakar lnol 

lmaksimum l65.950 lkilogram, ldan lkapasitas lbahan lbakar lstandar l25.800 lliter. 

lPeforma lBoeing l737 lMax l8, lkisaran lpayload lmaksimum l6.500 lkilometer, 

lkecepatan ljelajah lmencapai l840 lkilometer lper ljam, lketinggian loperasi 

lmaksimum l12.000 lmeter.87 

 Boeing lmengklaim lpesawatnya lmampu lmenghemat ldelapan lpersen 

lpengeluaran loperasi lpesawat lper lkursi. lBoeing lmengatakan lpesawat lini ljuga 

lmengurangi lemisi lkarbon lsebesar l14 lpersen. lBoeing lmengklaim lpesawat lini 

lmenghemat lairframe lmaintenance l(biaya lperawatan) lsebesar l20 lpersen..88 

                                                      
87 Simon, 2019, The New York Times, Ethiopian Report On 737 Max Crash 

Blames Boeing 9Maret2019,https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/africa/ethiopia-

crash boeing.html 
88 CNN Indonesia, 2019, ‘Spesifikasi Ethiopian Air ET302 yang Jatuh di Addis 

Ababa’, 3 Maret 2019, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190311112832-199-

376129/spesifikasi-ethiopian-air-et302-yang-jatuh-di-addis-ababa      

https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/africa/ethiopia-crash%20boeing.html
https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/africa/ethiopia-crash%20boeing.html
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190311112832-199-376129/spesifikasi-ethiopian-air-et302-yang-jatuh-di-addis-ababa
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190311112832-199-376129/spesifikasi-ethiopian-air-et302-yang-jatuh-di-addis-ababa
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BAB lIII 

HASIL lDAN lPEMBAHASAN 

A. Pengaturan ltanggung ljawab lpengangkut lterhadap lpenumpang lmenurut 

lKonvensi lMontreal l1999 

 Ada ltiga listilah lhukum lyang lsering ldigunakan luntuk lmenyebut lkata 

ltanggung ljawab lmenurut lPeter lSalim. lIstilah-istilah lyang ldimaksud ladalah 

lAccountability, lLiability, ldan lResponsibility89. lTanggung ljawab ltimbul lbila 

lterdapat lpelanggaran latas lsuatu lkewajiban linternasional luntuk lberbuat 

lsesuatu, lbaik lkewajiban ltersebut lberdasarkan lperjanjian linternasional 

lmaupun lberdasarkan lpada lkebiasaan linternasional. lTanggung ljawab 

lpengangkut ldalam lhukum linternasional ldiartikan lsebagai lkewajiban lyang 

lharus ldilakukan loleh lpengangkut lkepada lpenumpang lberdasarkan lperintah 

lhukum linternasional.90
 l 

Pertanggungjawaban lberarti lkewajiban lmemberikan ljawaban lyang 

lmerupakan lperhitungan latas lsuatu lhal lyang lterjadi, ldan lkewajiban luntuk 

lmemberikan lpemulihan latas lkerugian lyang lmungkin lditimbulkannya 

lTanggung ljawab lhukum lmerupakan lkewajiban lpengangkut luntuk 

lmembayar lkerugian lyang ldiderita loleh lpenumpang latau lpengirim lbarang 

lakibat lpengangkut lmelakukan lwanprestasi. lTanggung ljawab lhukum lyang 

ldimaksud ladalah ltanggung ljawab lhukum ldalam larti llegal lliability lconcept. 

                                                      
89 Sefriani. 2016. Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua. Jakarta: 

Rajawali Pers. 
90 Rebecca M.M. Wallace, International Law, Fourth Edition, Sweet and 

Maxwell, London, 2012, hlm. 175. 
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lLegal lliability lConcept lmenjelaskan lbahwa lpengangkut lharus lbertanggung 

ljawab lterhadap lpenumpang, lpengirim lbarang lmaupun lpihak lketiga.91
 l 

 Tanggung ljawab lterhadap lpengangkut lterhadap lpenumpang lyang 

lmeninggal ldan lluka-luka ldiatur ldalam lpasal l17 layat l(1) lKonvensi lMontreal 

l1999. lPada lPasal l17 layat l(1) lini lmemuat lmengenai lhal-hal lapa lsaja ldan lyang 

lbagaimana lyang lmerupakan ltanggung ljawab lpihak lpengangkut lterhadap 

lpenumpang. lPasal lini lberbunyi l: 

“The lcarrier lis lliable lfor ldamage lsustained lin lcase lof ldeath 

lor lbodily linjury lof la lpassenger lupon lcondition lonly lthat lthe 

laccident lwhich lcaused lthe ldeath lor linjury ltook lplace lon 

lboard lthe laircraft lor lin lthe lcourse lof lany lof lthe loperations lof 

lembarking lor ldisembarking”. l 

  

 Dari lpasal ldi latas ldapat ldisimpulkan lbahwa lpihak lpengangkut ldapat 

lbertanggung ljawab ljika:92
 l 

1. Adanya lsuatu lkejadian l 

2. Yang ldapat lmengakibatkan lmeninggal latau lluka ltubuh l 

3. Ketika lpenumpang lberada ldi lpesawat l(angkutan ludara) latau 

lselama lproses lmenaikkan latau lmenurunkan lmuatan/barang. l 

Prinsip-prinsip ltanggung ljawab lkhususnya luntuk lpenumpang lyang ldapat 

ldisimpulkan ldari lKonvensi lMontreal l1999 lyaitu l: l 

a. Prinsip lPrseumption lof lLiability l 

Bahwa lpengangkut l(Ethiopian lAirline) ldianggap lperlu lbertanggung ljawab 

luntuk lkerugian lyang lditimbulkan lpada lpenumpang, lbarang latau lbagasi ldan 

lpengangkut ludara ltidak lbertanggung ljawab lhanya lbila lpengangkut ldapat 

                                                      
91 K. Martono dan Agus Pramono, Op.cit, hlm. 9-10. 
92 Milde, Michael, “Liability in International Carriage by Air The New Montreal  

Convention of 28 May 1999”, Vol. 4, No. 4, 1999, hlm 600 

. 
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lmembuktikan lbahwa ltidak lmungkin ldapat lmenghindarkan lkerugian litu. lJadi, lpara 

lpihak ltidak lperlu lmembuktikan ladanya lkesalahan ldari lpihak lpengangkut. lPrinsip 

lini ldapat ldisimpulkan ldari lPasal l19, lyang lberbunyi l: l 

“ lThe lCarrier lis lliable lfor ldamage loccasioned lby ldelay lin lthe 

lcarriage lby lair lof lpassengers, lbaggage lor lcargo. lNevertheless, lthe 

lcarrier lshall lnot lto lbe lliable lfor ldamage loccasioned lby ldelay lif lit 

lproves lthat lit land lits lservants land lagents ltook lall lmeasures lthat 

lcould lreasonably lbe lrequired lto lavoid lthe ldamage lor lthat lit lwas 

limpossible lfor lit lor lthem lto ltake lsuch lmeasures” l 

 

Dari lPasal l19 ltersebut ldapat ldisimpulkan lsebagai lbahwa lpengangkut ltidak 

lbertanggung ljawab luntuk lkerugian lbila lia lmembuktikan lbahwa lia ldan lsemua lorang 

lyang ldiperkerjakan litu, ltelah lmengambil lsemua ltindakan lyang ldiperlukan luntuk 

lmenghindarkan lkerugian latau lbahwa ltidak lmungkin lbagi lmereka luntuk lmengambil 

ltindakan-tindakan litu. l 

b. Prinsip lLimitation lof lLiability l 

Bahwa lpengangkut ldianggap lselalu lbertanggung ljawab, lnamun 

lpertanggung ljawaban litu lterbatas lsampai ldengan ljumlah ltertentu lsesuai ldengan 

lketentuan lyang ltelah ldiatur ldalam lKonvensi lMontreal l1999. lPembatasan ltanggung 

ljawab lpengangkut ludara ldiatur ldi ldalam lpasal l22 lKonvensi lWarsawa l1929, lyang 

lberbunyi l: l 

“(1). lIn lthe lcarriage lof lpassengers lthe lliability lof lthe lcarrier lfor 

leach lpassenger lis llimited lto lthe lsum lof l125,000 lfrancs. lWhere, lin 

laccordance lwith lthe llaw lof lthe lCourt lseised lof lthe lcase, ldamages 

lmay lbe lawarded lin lthe lform lof lperiodical lpayments, lthe lequivalent 

lcapital lvalue lof lthe lsaid lpayments lshall lbot lexceed l125,000 lfrancs. 

lNevertheless, lby lspecial lcontract, lthe lcarrier land lthe lpassenger 

lmay lagree lto la lhigher llimit lof lliability l(2). lIn lthe lcarriage lof 

lregistered lluggage land lof lgoods, lthe lliability lof lthe lcarrier lis 

llimited lto la lsum lof l250 lfrancs lper lkilogram, lunless lthe lconsignor 

lhas lmade, lat lthe ltime lwhen lthe lpackage lwas lhanded lover lto lthe 

lcarrier, la lspecial ldeclaration lof lthe lvalue lat ldelivery land lhas lpaid 

la lsupplementary lsum lif lthe lcase lso lrequires. lIn lthat lcase lthe 

lcarrier lwill lbe lliable lto lpay la lsum lnot lexceeding lthe ldeclared lsum, 

lunless lhe lproves lthat lsum lis lgreater lthan lthe lactual lvalue lto la 

lconsignor lat ldelivery.. l 
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Dari lpasal l22 lKonvensi lWarsawa l1929 ldapat ldisimpulkan lbahwa ljumlah 

lbatas lmaksimum ltanggung ljawab lpengangkut ldalam lpengangkutan ludara 

lInternasional lsebagai lberikut l: l1. l125,000.00 lFrancs luntuk lsetiap lpenumpang l2. 

l250,00.00 lFrancs lper lkilogram luntuk lsetiap lkilogram lbarang lyang ldibawa lsendiri 

loleh lpenumpang l(bagasi ltangan). l 

 Konvensi lMontreal l1999 lmenggunakan ldua lmacam lkonsep 

lpertanggung ljawaban lhukum lterhadap lkerugian lyang ldialami loleh 

lpenumpang lyang lmeninggal latau lluka-luka. 93
 lKerugian lyang ldibawah 

l100.000 lSDR lberlaku lkonsep ltanggung ljawab lmutlak l(strict lliability). 

lDalam lPasal l21 lKonvensi lMontreal l1999, lpengangkut lbertanggung ljawab 

lsecara lmutlak l(strict lliability latau labsolute lliability) lsampai l100.000 lSDR 

l(Special ldrawing lRights), latau lkira-kira lUS$140.000 lkepada lpenumpang 

lyang lmeninggal latau lluka-luka. 94
 lPertanggungjawaban lpengangkut latau 

lperusahaan lpenerbangan lini ltidak lmemperhatikan lsalah latau ltidaknya 

lperusahaan lpenerbangan litu lsendiri. l 

 Ganti lrugi ldi latas l100.000 lSDR l(Special lDrawing lRights) lberlaku 

lkonsep lpraduga lbersalah l(presumption lof lliability) lyang lharus ldibuktikan 

loleh lpenumpang lyang ljumlahnya ltidak lterbatas, lnamun lperusahaan 

lpenerbangan ldapat lmelindungi ldiri ljika lternyata lkerugian ltersebut ldiluar 

lkesalahan lpenerbangan. l 

 Berdasarkan lPasal l21 layat l(2) lKonvensi lMontreal l1999 lmenjelaskan 

lbahwa lpengangkut ldapat lmelindungi ldiri ldari ltanggung ljawab lmelebihi 

                                                      
93 T. Bambang Widarto, Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar (Dalam 

Perspektif Hukum Intenasional Dan Nasional, Pusat Studi Hukum Milier, Jakarta, 2015, 

hlm. 203 
94 Ibid. 
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l100.000 lSDR l(Special lDrawing lRights) luntuk lsetiap lpenumpang, ljika 

lpengangkut ldapat lmembuktikan lbahwa:  

1. Kerugian litu lbukan lkarena lkelalaian latau ltindakan lsalah llainnya 

latau lkelalaian ldari lpengangkut latau lpegawainya latau lagen; latau l 

2. Kerugian litu lsemata-mata lkarena lkelalaian latau ltindakan lsalah 

llainnya latau lkelalaian lpihak lketiga l 

 Berkaitan ldengan ltanggung ljawab lterbatas lini lKonvensi lMontreal 

l1999 lmenambahkan lklausa lmengenai lbatasan lyang lditetapkan lini lyaitu 

l100.000 lSDR l(Special lDrawing lRights), lharus lditinjau lulang lsetiap llima 

ltahun lsekali ldengan lmemperhatikan lfaktor linflasi lyang ldibandingkan 

ldengan lpenjumlahan lrata-rata linflasi lsebelumnya. lJika lfaktor linflasi lmelebih 

l10% lmaka ldilakukan lrevisi lterhadap ljumlah lbatasan ltanggung ljawab 

ltersebut ldan ldiberi lpemberitahuan lkepada lsetiap lnegara lpeserta. lPada ltahun 

l2009 lbesaran lganti lrugi lterhadap lpenumpang lmeninggal ldan lluka-luka 

lmengalami lperubahan lmenjadi l113.100 lSDR.95
 l 

 Konvensi lMontreal l1999 lmenganut ldua lkonsep ltanggung ljawab 

lhukum latas lkerugian lterhadap lbagasi, lyakni lbagasi ltercatat l(checked 

lbaggage) ldan lbagasi lkabin l(unchecked lbaggage). lKonsep ltanggung ljawab 

lhukum lterhadap lbagasi ltercatat ldidalam lKonvensi lMontreal l1999 lmenganut 

lkonsep ltanggung ljawab lhukum lmutlak l(strict lliability). lPasal l17 layat l(2) 

lKonvensi lMontreal l1999 lmenyatakan lbahwa lPengangkut lbertanggung 

ljawab latas lkerugian lyang lterjadi ldi lkasus lmusnah latau lkehilangan, latau 

lkerusakan lpada, lbagasi ltercatat l(checked lbaggage) ldengan lsyarat lhanya 

                                                      
95 D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Sweet and Maxwell, 

London, 1982, hlm. 374. 
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lbahwa lperistiwa lyang lmenyebabkan lkehancuran, lkehilangan latau lkerusakan 

lterjadi ldi latas lpesawat latau lselama lperiode ldi lmana lbagasi ltercatat l(checked 

lbaggage) ldalam lpengawasan lpengangkut. l 

 Konsep ltanggung ljawab lhukum ldi ldalam lKonvensi lMontreal l1999 

lterhadap lkerugian lyang ldialami lpenumpang lterhadap lbagasi lkabin 

l(unchecked lbaggage) lyang lrusak latau lhilang lmenggunakan lkonsep 

ltanggung ljawab lhukum latas ldasar lkesalahan l(based lon lfault lliability). lHal lini 

lterlihat ldari lPasal l17 layat l(2) lKonvensi lMontreal l1999: 

“…In lthe lcase lof lunchecked lbaggage, lincluding lpersonal 

litems, lthe lcarrier lis lliable lif lthe ldamage lresulted lfrom lits lfault 

lor lthat lof lits lservants lor lagents”. l 

  

 Dari lpasal ldi latas ldapat lditarik lkesimpulan lbahwa lpengangkut 

lbertanggung ljawab lterhadap lkerusakan latau lkehilangan lbagasi lkabin lapabila 

lhal litu ldisebabkan loleh lkesalahan lpegawai latau lagen lpengangkut. 

lPenggunaan lkonsep ltanggung ljawab lhukum latas ldasar lkesalahan l(based lon 

lfault lliability) lterhadap lbagasi lkabin ldikarenakan lbagasi lkabin l(unchecked 

lbaggage) lmerupakan lbarang lbawaan lyang lberada ldekat ldan ldapat ldiawasi 

loleh lpenumpang litu lsendiri.96
 l 

 Tanggung ljawab lhukum latas ldasar lkesalahan lberlaku lterhadap lsemua 

lperusahaan langkutan. lTanggung ljawab lhukum latas ldasar lkesalahan lharus 

lmemenuhi lunsur-unsur lada lkesalahan, lada lkerugian, lyang lmembuktikan 

ladalah lkorban lyang lmenderita lkerugian, lkedudukan ltergugat ldengan 

lpenggugat lsama ltinggi. l 

                                                      
96 K. Martono dan Agus Pramono, Op.cit, hlm. 9 



49 

 

                                                                   

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 Dalam larti lsaling ldapat lmembuktikan, lbila lmana lterbukti lada 

lkesalahan lmaka ljumlah lganti lkerugian ltidak lterbatas l(unlimited lliability).97
 

lBesaran lganti lrugi lterhadap lkerusakan, lmusnah, latau lkehilangan lbagasi lyang 

lmenjadi ltanggung ljawab lpengangkut ldibatasi lsebesar l1000 lSDR l(Special 

lDrawing lRight) lsetiap lpenumpang, lkecuali lpada lsaat lpenyerahan lbagasi 

lsecara ltegas lmemberi ltahu lnilai lbagasi ldan lmembayar lbiaya ltambahan 

lapabila lterjadi lkerugian. l 

 Perusahaan lpenerbangan lbertanggung ljawab lmembayar lsejumlah 

lganti lkerugian lsesuai lyang ldisepakati lpada lsaat lpenyerhan lbagasi.98
 lBesaran 

lganti lrugi luntuk lbagasi ldi ldalam lKonvensi lMontreal l1999 lmengalami 

lperubahan lpada ltahun l2009 lsebesar l1131 lSDR l(Special lDrawing lRight).99
 l 

 Konsep lyang ldigunakan loleh lKonvensi lMontreal l1999 lterhadap 

lkerusakan, lhilang, latau lmusnahnya lkargo ladalah lkonsep ltanggung ljawab 

lhukum lmutlak l(strict lliability). lPasal l18 lKonvensi lMontreal l1999 

lmenetapkan lbahwa lPengangkut lbertanggung ljawab latas lkerusakan lyang 

lterjadi ldalam lhal lhancur latau lkehilangan, latau lkerusakan lpada lkargo lhanya 

ldengan lsyarat lbahwa lperistiwa lyang lmenyebabkan lkerusakan lyang lterjadi 

lterus lmenerus lterjadi lselama lpengangkutan lmelalui ludara. lNamun 

lPengangkut ltidak lbertanggung ljawab ljika lPengangkut ldapat lmembuktikan 

lbahwa lmusnah latau lkehilangan, latau lkerusakan lpada, lkargo lyang 

ldisebabkan loleh ldari lyang lberikut lini: 

                                                      
97 Ibid, hlm. 220 
98 Ibid, hlm. 272 
99 Fabian Ajogwu , “Dealing with Air Carrier Liability and Related Matters: 

Practical Perspectives” makalah disampaikan pada The Nigeria Civil Aviation Authority 

Seminar on Aviation, the Sheraton Hotel & Towers Ikeja Lagos, 2 Juli 2014, hlm. 8. 
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1. Cacat lbawaan, lkualitas, latau lsifat lburuk lmuatan litu; l 

2. Pengepakan lyang lrusak ldari lkargo lyang ldilakukan loleh lorang 

lselain ldari lpengangkut latau lpegawainya latau lagen; l 

3. Tindakan lperang latau lkonflik ltidak lbersenjata: l 

4. Tindakan lotoritas lpublik lyang ldilakukan lsehubungan ldengan 

lmasuk, lkeluar latau ltransitnya lkargo. l 

 Konsep lpertanggung ljawaban lhukum ldi ldalam lKonvensi lMontreal 

l1999 lterhadap lketerlambatan l(delay) ladalah lkonsep ltanggung ljawab lhukum 

lpraduga lbersalah l(presumption lliability), lterhadap lketerlambatan. 

lBerdasarkan lPasal l19 lKonvensi lMontreal l1999, lPengangkut ltidak 

lbertanggung ljawab luntuk lkerugian lbila lpengangkut ldapat lmembuktikan 

lbahwa lia ldan lsemua lorang lyang ldipekerjakan litu, ltelah lmengambil lsemua 

ltindakan lyang ldiperlukan luntuk lmenghindarkan lkerugian latau lbahwa ltidak 

lmungkin lbagi lmereka luntuk lmengambil ltindakan-tindakan litu.100
 l 

 Ketentuan lketerlambatan l(delay) ldalam lKonvensi lMontreal l1999 

lmirip ldengan lKonvensi lWarsawa1929. lKonsep ltanggung ljawab lpraduga 

lbersalah l(presumption lof lliability) lmerupakan lkonsep lyang lrelevan luntuk 

ldigunakan lterhadap lketerlambatan. lHal lini ldisebabkan, lpada lhakikatnya 

lsangat lberbeda lantara lkerugian lakibat lketerlambatan ldengan lkerugian lyang 

lakibat lpenumpang lmeninggal ldunia latau lmengalami lpenderitaan lpribadi 

                                                      
100 Puspa Amelia, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pelaksanaan Ganti 

Rugi Atas Keterlambatan Angkutan Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional”, 

Jurnal Diponegoro Law Review, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. V, No.2 

Tahun 2016 , hlm. 11. 
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latau lkargo lrusak, lhilang latau lmusnah. lPerbedaan, lperbedaan lini lantara 

llain:101
 l 

1. Tidak lsebagaimana lkerugian lakibat lkecelakaan lpesawat lyang 

lpada lumumnya lsangat ljarang lterjadi, lkerugian lakibat 

lketerlambatan ldalam lsuatu langkutan ludara lbiasanya lsangat 

lsering lterjadi. 

2. Kerugian lyang ldiderita loleh lkorban lsebagai lakibat ldari 

lketerlambatan ljauh llebih lkecil ldibanding ldengan lkerugian lyang 

ldiakibatkan lkarena lpenumpang lmeninggal ldunia, lmengalami 

lpenderitaan lpribadi latau lkerugian latas lkargo lakibat lkecelakaan. l 

3. Keterlambatan ladalah lsuatu lpelanggaran ldari lsuatu lkewajiban 

lyang ltimbul ldari lperjanjian lpada lderajat lyang lkedua, lartinya 

lbahwa lkewajiban litu ldipenuhi ltetapi ltidak lsebagaimana 

lseharusnya. l 

 Atas ldasar-dasar ldiatas, ldapat ldipahami lbahwa lkonsep ltanggung 

ljawab lyang ldikenakan lterhadap lketerlambatan l(delay) lberbeda ldengan 

lkonsep lyang lditerapkan ldalam lhal lpenumpang lmeninggal ldunia latau 

lrusaknya lbarang lbagasi latau lkargo. lMemberlakukan lkonsep ltanggung ljawab 

lmutlak l(strict lliability) lterhadap lketerlambatan lakan lsangat lmemberatkan 

lbagi lpengangkut. lOleh lkarena litu lpenggunaan lkonsep ltanggung ljawab 

lpraduga lbersalah l(presumption lof lliability) lyang ldapat lmembebaskan 

lpengangkut ldari ltanggung ljawab ldengan lmembuktikan lbahwa ltindakan-

tindakan lyang lwajar ltelah ldilakukan luntuk lmenghindari ladanya 

                                                      
101 Wiradipradja, E. Saefullah, 2008, Hukum transportasi udara dari warsawa 

1929 ke montreal 1999, Bandung, Kiblat, hlm. 181. 
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lketerlambatan, latau lbahwa ltidak lmungkin lbaginya luntuk lmelakukan 

ltindakan ltersebut.102 

 Konvensi lMontreal l1999 lmerupakan linstrument lhukum lyang 

lmengatur ltanggung ljawab lhukum lbagi lpengangkut ldalam lpenerbangan 

linternasional. lMenurut lkonsep ltanggung ljawab lhukum l(legal lliability 

lconcept), lpengangkut lbertanggung ljawab lterhadap lkerugian lyang ldialami 

lpengguna ljasa langkutan ludara linternasional. lMenurut l(legal lliability 

lconcept) lterjadi lperpindahan ltanggung ljawab ldari lkorban l(injured lpeople) 

lkapada lpelaku. lPengangkut ltidak lhanya lbertanggung ljawab latas lkerugian 

lyang ltimbul loleh lperbuatannya lsendiri, ltanggung ljawab lini ljuga lberlaku 

lakibat lperbuatan lyang ldilakukan loleh lpegawai latau lagen lyang 

lmenyalahgunakan lnama lpihak lpengangkut.  

B. Bentuk lganti lrugi lterhadap lkorban ldalam lkecelakaan lPesawat l lBoeing l737 

lberdasarkan lKonvensi lMontreal l1999 l 

 Besar lganti lrugi lyang ldiberikan lterhadap lpenumpang ldi latas ldiatur 

ldalam lPasal l21 layat l(1) lKonvensi lMontreal l1999 lsebagai lberikut: l l 

“For ldamages larising lunder lparagraph l1 lof lArticle l17 lnot 

lexceeding l100.000 lSpecial lDrawing lRights lfor leach 

lpassenger, lthe lcarrier lshall lnot lbe lable lto lexclude lor llimit lits 

lliability”. l 

  

 Dalam lhal lkerugian lyang ltimbul lakibat lkecelakaan ltersebut ltidak 

lmelebihi l100.000 lSpecial lDrawing lRights l(“SDR”) lper lpenumpang, 

lpengangkut ltidak ldapat lmengecualikan latau lmembatasi ltanggung ljawabnya. 

l l Konvensi lMontreal l1999 lmenggunakan ldua lmacam lkonsep 

                                                      
102 Ibid, hlm. 182. 
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lpertanggung ljawaban lhukum lterhadap lkerugian lyang ldialami loleh 

lpenumpang lyang lmeninggal latau lluka-luka. 103
 lKerugian lyang ldibawah 

l100.000 lSDR lberlaku lkonsep ltanggung ljawab lmutlak l(strict lliability). l 

 Dalam lPasal l21 lKonvensi lMontreal l1999, lpengangkut lbertanggung 

ljawab lsecara lmutlak l(strict lliability latau labsolute lliability) lsampai l100.000 

lSDR l(Special ldrawing lRights), latau lkira-kira lUSD$140.000 lkepada 

lpenumpang lyang lmeninggal latau lluka-luka. 104
 lPertanggung ljawaban 

lpengangkut latau lperusahaan lpenerbangan lini ltidak lmemperhatikan lsalah 

latau ltidaknya lperusahaan lpenerbangan litu lsendiri. l 

 Ganti lrugi ldi latas l100.000 lSDR l(Special lDrawing lRights) lberlaku 

lkonsep lpraduga lbersalah l(presumption lof lliability) lyang lharus ldibuktikan 

loleh lpenumpang lyang ljumlahnya ltidak lterbatas, lnamun lperusahaan 

lpenerbangan ldapat lmelindungi ldiri ljika lternyata lkerugian ltersebut ldiluar 

lkesalahan lpenerbangan. l 

  

 

 

 

                                                      
103 T. Bambang Widarto, Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar (Dalam 

Perspektif Hukum Intenasional Dan Nasional, Pusat Studi Hukum Milier, Jakarta, 2015, 

hlm. 203 
104 Ibid. 


